





ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA 
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES 
(Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018) 
 
SKRIPSI 
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi 




NPM : 4316500097 
 
Diajukan Kepada : 
 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah 
Kabupaten Brebes berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, 
rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 
pertumbuhan dan rasio keserasian belanja. Data yang digunakan adalah data 
kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018. 
Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018 dari rasio derajat desentralisasi 
fiskal kurang baik dengan rata-rata sebesar 14,56%, rasio efektivitas sangat efektif 
dengan rata-rata sebesar 101,06%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat 
tinggi  dengan rata-rata sebesar 71,59%,  rasio kemandirian keuangan daerah 
rendah sekali dengan rata-rata sebesar 20,42%, rasio pertumbuhan pendapatan dan 
pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak 
stabil. Pada rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes  masih 
diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal 
rata-rata sebesar 23.73%.  
 















This study aims to determine the financial performance of district 
governments based on the ratio of the level of decentralization of the budget, the 
ratio of needs, the ratio of regional finances, the ratio of regional financial 
independence, growth ratio and the ratio of expenditure harmony. The data used 
are quantitative data with secondary data sources obtained from the Regional 
Government Financial Report (LKPD) of Brebes Regency in the 2016-2018 fiscal 
year. The research method uses descriptive analysis with quantitative research.  
The results of the study showed that the financial results of the Brebes 
Regency Government for the 2016-2018 fiscal year from the decentralized degree 
of budget ratio were not good with an average of 14.56%, a very effective success 
ratio with an average of 101.06%, high financial ratios with the average average 
of 71.59%, the ratio of regional financial independence is very low with an 
average of 20.42%, the ratio of income growth and expenditure growth shows a 
positive trend and a negative or unstable trend. In the government expenditure 
ratio, Brebes Regency is still prioritized for operating expenses by 76.04% while 
the average capital expenditure is 23.73%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nugraha, 
2019). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintah  
daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan 
Pemerintah oleh Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan 
Asas Otonomi. 
Undang-undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan 
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk 
melaksanakan semua urusan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan 
keuangan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan 
tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara 
transparan. Pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya 
nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam untuk 






Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
tahun 2005 tentang dana perimbangan menjelaskan bahwa dana 
perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pemerintah daerah memperoleh 
sumber pembiayaan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah 
dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan baik.Nasib suatu 
daerah menjadi daerah maju atau berkembang sangat dipengaruhi oleh 
bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 
daerah yang baik akan membuat aset daerah juga terjaga keutuhannya 
(Lazyra, 2016). 
Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan 
keuangan sektor publik yang lebih transparansi dan akuntabilitas sehingga 
dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara 
luas. Maka dari itu diperlukan laporan keuangan yang handal serta dapat 
dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah 
dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah 
sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom 
yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu terletak pada strategi 
sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah 
(Bisma & Susanto, 2010). 
Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah 





daerah untuk mendukung berjalannya sistem pemerintah daerah, 
pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak 
sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat serta mempunyai 
fleksibilitas dalam menggunakan dana keuangan daerah untuk kepentingan 
masyarakat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syamsi, 1986). 
Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk 
memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan 
keuangan dibuat lebih umum dan sederhana agar mudah dipahami semua 
pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan 
dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan 
laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar 
belakang yang berbeda. Padahal semua pengguna laporan keuangan sangat 
membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena 
itu, perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Untuk menganalisis 
laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling 
banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019). 
Pemerintah daerah perlu menganalisis laporan keuangan terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menilai kinerja 
keuangan daerah yaitu dengan melakukan perhitungan rasio-rasio 
keuangan sehingga diperoleh hasil analisis rasio keuangan yang 
selanjutkan dapat dievaluasi, menjadi pertimbangan dalam pengambilan 





pemerintah daerah pada periode berikutnya. Analisis rasio keuangan 
merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari 
laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan 
perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019:90). 
Dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD, 
pemerintah dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam 
membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur efektivitas dan efisiensi 
dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur kontribusi masing-
masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, 
menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
otonomi daerah serta dapat mengetahui pertumbuhan perolehan 
pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu 
(Halim, 2007). 
Salah satu permasalahan terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal di 
Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana 
perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang dinilai masih 
sangat tinggi. Berdasarkan pidato penjelasan pemerintah terkait 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan Nota Keuangan 2019. Presiden Jokowi menjelaskan, 
belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan 
desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan 





tersebut meningkat 9% dari perkiraan realisasi di tahun 2018. Dengan 
jumlah sebesar itu artinya pemerintah pusat telah menaruh kepercayaan 
tinggi bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri menjalankan 
kewenangan yang dilimpahkannya kepada pemerintah daerah. Namun 
keadaan tersebut membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer 
dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani 
Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. 
Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (Nugraha, 
2019). 
 
 Sumber : Kemenkeu.go.id 
Gambar 1.1 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
 
Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dana transfer dari 
pemerintah pusat selama kurun waktu  2015-2019 selalu mengalami  





pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dari tahun 
ke tahun. Melihat kondisi di Indonesia saat ini, terdapat beberapa 
penyebab terjadinya ketergantungan fiskal. Salah satunya adalah realisasi 
belanja pemerintah daerah, kualitas belanja daerah masih kurang bagus. 
Rata-rata 45% anggarannya habis untuk membayar pegawai. Sehingga 
untuk setiap kebutuhan pembangunan penting lainnya pemerintah daerah 
menggantungkan pembiayaan APBD pada transfer dari pusat (Nugraha, 
2019). 
Tabel 1.1 
Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes  




Total Pendapatan Daerah 
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain PAD yang Sah 
2016  Rp    339.156.063.168,30  Rp   1.938.319.966.246,00 Rp   294.858.565.215,00 Rp 2.572.334.594.629,30 
2017  Rp    523.660.773.731,79  Rp   1.986.244.522.712,00 Rp   347.028.764.100,00 Rp 2.856.934.060.543,79 
2018  Rp    346.907.972.510,31  Rp   1.994.485.790.600,00 Rp   512.650.176.000,00 Rp 2.854.043.939.110,31 
Sumber : BPPKAD Kabupaten Brebes (2020) 
Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui beberapa 
permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Brebes antara 
lain : (1) ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Brebes terhadap 
dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, selama kurun waktu 
2016-2018 pendapatan transfer selalu mengalami peningkatan (2) 
rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerah (PAD) sehingga penerimaan pendapatan 
asli daerah relatif rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer. 





keuangan tahun anggaran 2016 – 2018 Kabupaten Brebes memperoleh 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini dikarenakan adanya 
permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Selain itu, terdapat beberapa 
kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) salah satunya 
kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Aset Daerah (PAD), 
diantaranya karena penyetoran retribusi daerah belum sesuai ketentuan. 
Selain itu, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes akan dipecah. Penyebabnya, 
BPPKAD Brebes dinilai kurang fokus dalam menggali potensi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) sehingga capaian PAD setiap tahunnya tidak ada 
peningkatan. Walaupun meningkat, besarannya tidak signifikan. Dua 
badan hasil pecahan BPPKAD yaitu Badan Pengelolaan Daerah dan Badan 
Pendapatan Daerah. Pemecahan dilakukan sebagai upaya meningkatkan 
potensi pendapatan daerah (Arifin, 2020). 
Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Natalia dan Astuti (2015) 
yang menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah Kabupaten 
Sleman sudah baik serta dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah 
efisien. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 
pusat masih tinggi. Rahmayati (2016) juga melakukan penelitian tentang 
kinerja keuangan daerah, hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan 





pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi 
tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.  
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan  oleh 
Sartika & Pratama (2019). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 
terletak pada waktu dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya 
bertempat di Kabupaten Siak tahun 2019, sedangkan penelitian ini 
bertempat di Kabupaten Brebes tahun 2020. Perbedaan lainnya adalah 
metode analisis data, dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan 
lima rasio keuangan sedangkan penelitian ini menggunakan enam rasio 
dan analisis trend.  
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja 
keuangan pemerintah daerah dengan  judul “Analisis Rasio Keuangan 
untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan kajian pada latar belakang di atas, peneliti membuat 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes tahun anggaran 2016-2018 yang diukur dengan menggunakan 





2. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes tahun anggaran 2016-2018 yang diukur dengan menggunakan 
rasio efektivitas? 
3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes tahun anggaran 2016-2018 yang diukur dengan menggunakan 
rasio ketergantungan keuangan daerah? 
4. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes tahun anggaran 2016-2018 yang diukur dengan menggunakan 
rasio kemandirian keuangan daerah? 
5. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes tahun anggaran 2016-2018 yang diukur dengan menggunakan 
rasio pertumbuhan? 
6. Bagaimana Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes Tahun Anggaran 2016-2018 yang diukur dengan 
menggunakan rasio keserasian belanja? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Pelaksanaan suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas 
untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan penelitian yang akan 
berjalan. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah 






2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016-2018 jika dilihat dari rasio 
efektivitas. 
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016-2018 jika dilihat dari rasio 
ketergantungan keuangan daerah. 
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016-2018 jika dilihat dari rasio 
kemandirian keuangan daerah. 
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016-2018 jika dilihat dari rasio 
pertumbuhan. 
6. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2015-2018 jika dilihat dari rasio 
keserasian belanja. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Sama halnya dengan tujuan, penelitian ini juga diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang diperlukan bagi segala aspek, baik dari segi 
aspek teoritis maupun dari segi aspek praktis. Adapun manfaat penelitian 







1. Manfaat Teoritis 
Dari penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kinerja keuangan 
pemerintah daerah Kabupaten Brebes dan menambah pengetahuan 
dalam analisis laporan keuangan sektor publik dengan menggunakan 
rasio keuangan daerah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan 
penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut penelitian di bidang 
akuntansi sektor publik, khususnya yang berminat dengan pembahasan 
mengenai analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 
pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga  dapat menjadi  
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi 
kinerja pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes untuk 
periode selanjutnya. 
b. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 
luas untuk mengetahui seberapa besar tingkat akuntabilitas dan 
transparansi pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam 





kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan 








A.  Landasan Teori 
1. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan 
umumnya menyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan Keuangan Daerah. 
Menurut Mahmudi (2019:16) siklus pengelolaan keuangan daerah 
merupakan suatu tahapan dalam mengelola keuangan daerah agar sesuai 
dengan prinsip ekonomi efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel 
yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Siklus 
pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu :  
a. Tahap perencanaan  
Pada tahap perencanaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu input, proses 
dan output. Dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan 
input dalam tahap perencanaan. Perencanaan yang dilakukan pada 
dasarnya adalah sebuah proses yang kemudian dalam proses tersebut 







b. Tahap pelaksanaan atau implementasi 
Hasil output pada tahap perencanaan berupa RAPBD yang telah 
disahkan oleh DPRD menjadi APBD yang akan menjadi input pada 
tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Proses dalam tahap 
perencanaan berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Melalui 
sistem pemerintah daerah maka akan dihasilkan laporan pelaksanaan 
anggaran (output). 
c. Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja 
Input dalam tahap pelaporan merupakan output dari tahap pelaksanaan 
yaitu berupa laporan pelaksanaan anggaran yang akan diproses lebih 
lanjut untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan 
dipublikasikan (output). Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu 
pada Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya laporan keuangan 
daerah akan diaudit oleh audit independen. Setelah diaudit akan 
didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat 
daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit 
merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
(LKPJ) kepala daerah yang akan disampaikan kepada DPRD dan 
masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi dalam 
mengevaluasi kinerja eksekutif (Mahmudi, 2019). 
Pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya ada ditangan pemerintah 
daerah. APBD menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah 





daerah dituntut mandiri dan kreatif dalam mengelola keuangan daerah 
dengan menggali, mendapatkan serta mengolah sumber-sumber 
pendapatannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah. 
Kemajuan suatu daerah tergantung pada kemampuan pengelolaan 
keuangan daerah tersebut. Selain membutuhkan sumber daya yang baik, 
pengelolaan keuangan daerah yang baik juga memerlukan kemampuan 
keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah 
dapat diukur salah satunya dari penerimaan daerah khususnya Pendapatan 
Asli Daerah (Sartika & Pratama, 2019). 
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Bastian (2010:9) menyatakan laporan keuangan menyajikan 
tentang pencapaian kinerja program, realisasi dalam mencapai target 
pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi penyerapan 
pembiayaan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam ketentuan 
umumnya menyatakan laporan keuangan adalah bentuk 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu 
periode. Dalam rangka pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap Entitas  
Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan 
kinerja. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna 
Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban 





bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota 
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan 
sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan 
menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota. Laporan Keuangan 
sebagaimana disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 
Menurut Mahmudi (2019:5) tujuan penyajian laporan keuangan 
bagi pemerintah daerah yaitu: 
a. Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam membuat 
keputusan ekonomi, sosial dan politik; 
b. Untuk alat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik; 
c. Sebagai informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
manajerial dan organisasi; 
Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, pelaporan 
keuangan pemerintah seharusnya menyediakan informasi yang bermanfaat 
bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan 
baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 
a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan 
sumber daya keuangan; 
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 





c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang 
telah dicapai; 
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman; 
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai 
akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa laporan keuangan 
pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan 
financial, seluruh komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut : 
1. Laporan Realisasi Anggaran  
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran 
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup 





pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing 
unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah 
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, 
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 
2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu 
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 
perimbangan dan dana bagi hasil. 
4) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran 
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu 
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan 
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman 





untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman 
kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi  
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
3. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur 
yang dicakup terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.  
4. Laporan Operasional  
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 
pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam 
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam 
Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan 
pos-pos luar biasa. 
5. Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir 
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang 





pengeluaran kas. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan 
informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara 
kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban 
dan pengambilan keputusan. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 
7. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci 
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan 
Perubahan Ekuitas. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan 
adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan 
penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan 
pemerintah. 
Menurut Mahmudi (2019:82) penyajian Catatan atas Laporan 
Keuangan dimaksudkan antara lain : 
a. Menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak   
penyedia dengan pengguna laporan keuangan mengenai informasi 





b. Melengkapi dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan 
kualitas dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan. 
c. Mengungkapkan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja 
keuangan daerah sehingga transparansi dan akuntabilitas publik 
dapat diperbaiki. 
Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah karakteristik 
kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif 
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki: 
a. Relevan  
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 
termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna 
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau 
masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau 
mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, 
informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 
maksud penggunaannya. 
b. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 





hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
c. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 
jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 
eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu 
entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke 
tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 
entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 
tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 
d. Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 
untuk mempelajari informasi yang dimaksud.  
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 





menyampaikan laporan keuangan daerah secara tepat waktu dan disusun 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyusunan laporan 
keuangan yang berpedoman pada SAP merupakan salah satu cara untuk 
mewujudkan good governance sehingga kinerja keuangan akan semakin 
mudah untuk dinilai oleh pihak-pihak yang tertentu maupun masyarakat 
luas (Natalia & Astuti, 2015). 
 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa anggaran pemerintah 
merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan 
legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan 
pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan 
belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan 
terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran 
mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan 
bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk 
suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, 
tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu 
lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di 
lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan 
pelaporan keuangan, antara lain karena: 





b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan 
antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. 
c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi 
hukum. 
d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. 
e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan 
pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada 
publik. 
Baldric Siregar dan Boni Siregar (dalam Devi, 2016:19) 
menerangkan bahwa peranan anggaran dalam organisasi pemerintah sama 
dengan peranan anggaran organisasi komersial. Anggaran ditujukan untuk 
perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Perbedaan 
anggaran dalam organisasi pemerintah dengan organisasi komersial adalah 
terletak pada pencatatan anggaran. Pada organisasi pemerintah yang 
menggunakan akuntansi dana, anggaran merupakan bagian integral yang 
tidak dapat dipisahkan dari siklus akuntansi. Maka dilakukan pencatatan 
pembentukan dan realisasi anggaran. Anggaran dalam organisasi 
pemerintah bersifat lebih formal dibanding dengan organisasi komersial. 
Oleh karena itu, organisasi pemerintah mencatat anggaran agar mudah 
dalam pengendalian dan penentuan kesesuaian segala aktivitas yang 
dilakukan dengan peraturan yang berlaku dalam anggaran. Sedangkan 





perencanaan dan pengendalian tanpa dimaksud untuk tujuan pencatatan 
akuntansi. 
Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 dalam ketentuan umumnya menyatakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.APBD merupakan 
satu kesatuan yang terdiri atas komponen sebagaimana yang dimaksud 
dalam UU Nomor 12 Tahun 2019 pasal 27 yaitu :  
a. Pendapatan Daerah 
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 
Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan 
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
b. Belanja Daerah 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf 
b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang 
tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 





(satu) tahun anggaran. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
c. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
Apabila total pendapatan yang diperoleh lebih besar dari seluruh 
belanja yang dikeluarkan selama periode tertentu maka keuangan 
pemerintah daerah akan mengalami surplus anggaran. Dan sebaliknya, 
apabila total belanja yang telah dikeluarkan lebih besar dari total 
pendapatan yang diterima, maka pemerintah daerah akan mengalami 
defisit anggaran. Surplus maupun defisit anggaran di pemerintah bukan 
merupakan hasil final atau tujuan dari laporan realisasi anggaran. Dalam 
laporan realisasi anggaran terdapat komponen pembiayaan penerimaan dan 
pembiayaan pengeluaran. Apabila terjadi surplus anggaran, maka surplus 
tersebut akan diperhitungkan dalam pembiayaan pengeluaran dan 
sebaliknya apabila terjadi defisit maka akan ditutup melalui pembiayaan 
penerimaan. Jadi meskipun defisit, sebenarnya pemerintah daerah belum 
benar-benar mengalami kebangkrutan karena masih memiliki sumber 








4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
a. Pengertian Kinerja 
Menurut Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari 
kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 
Kinerja (performance) adalah gambaran tentang tingkat pencapaian  
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi 
dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning yang telah 
ditetapkan dalam suatu organisasi (Mahsun, 2013). 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 
pencapaian dari hasil kinerja baik individu maupun organisasi dalam 
melaksanakan kegiatan atau program untuk mewujudkan sasaran dan 
tujuan kegiatan yang hendak dicapai yang akan menjadi ukuran 
keberhasilan yang diharapkan oleh individu maupun organisasi.  
 
b. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk 
menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk 
memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah 
daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan 
tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai 
fleksibilitas dalam menggunakan dana keuangan daerah untuk kepentingan 





Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam 
menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk 
memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem 
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan 
daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat 
sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana keuangan untuk 
kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang telah ditentukan (Mariani, 2013). 
Menurut Mardiasmo (2018:15) Sistem pengukuran kinerja sektor 
publik adalah suatu sistem untuk membantu manajer publik dalam menilai 
pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan 
nonfinansial yang dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi 
yang diperkuat dengan menetapkan penghargaan (reward) dan hukuman 
(punishment system). 
Menurut Mardiasmo (2018:151) pengukuran kinerja sektor publik 
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu: 
a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga 
membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit 
kerja. Hal ini  dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 
sektor publik. 
b. Untuk mengalokasikan sumber daya serta pembuatan keputusan. 
c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban  kepada publik dan 





Adapun manfaat dari pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2018:153): 
a. Memberikan pemaham mengenai ukuran yang digunakan untuk 
menilai kinerja manajemen; 
b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; 
c. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya 
dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk 
memperbaiki kinerja; 
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman 
(punishment) atas pencapaian prestasi sesuai dengan sistem 
pengukuran kinerja yang telah disepakati; 
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam 
memperbaiki kinerja suatu organisasi; 
f. Membantu mengidentifikasi mengenai kepuasan masyarakat daerah 
Membantu proses kegiatan instansi pemerintah; 
g. Memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara objektif; 
Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menilai 
keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 
program unit kerja yang selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kinerja 
pemerintah dengan membandingkan kinerja keuangan yang dicapai 
(realisasi) dengan yang direncanakan (anggaran). Pentingnya pengukuran 
kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam 
menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas meliputi  





dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Salah satu faktor kunci 
suksesnya suatu organisasi adalah memiliki sistem pengukuran kerja yang 
andal (Mardiasmo, 2018:151). 
 
5. Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah 
Analisis laporan keuangan adalah suatu cara bagaimana 
memahami,  menafsirkan angka angka dalam laporan keuangan, 
mengevaluasi dan menggunakan informasi keuangan yang digunakan 
dalam pembuatan keputusan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan 
perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dievaluasi dan selanjutnya dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2019:10). 
Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 
yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka 
dengan angka lainnya. Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-
angka dalam satu periode maupun beberapa periode serta dapat dilakukan 
antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan (Faud, 2016). 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus dibuat secara 
sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan karena 
tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan 
baik, sementara pengguna laporan keuangan akan membutuhkan informasi 
keuangan tersebut untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan 
memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu 





Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 
data keuangan pemerintah daerah yang bersumber pada APBD : 
a. Derajat Desentralisasi  
Menurut Mahmudi (2019:140) Derajat desentralisasi 
merupakan rasio yang menggambarkan derajat kontribusi PAD 
terhadap penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka 
semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan desentralisasi. Dengan menghitung rasio derajat 
desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan 
daerah dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri 
sebagai daerah otonom. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :  
 
Derajat Desentralisasi = 
                      
                      
x 100% 
 
b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan 
output yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program dengan 
target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Rasio efektivitas 
PAD adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan 
pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan 
asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan 
membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan 





Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang 
dicapai minimal sebesar 100%, sehingga semakin tinggi rasio 
efektivitas maka semakin baik kemampuan daerah (Faud, 2016). 
Pengukuran tingkat efektivitas digunakan untuk mengetahui berhasil 
tidaknya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan anggaran. Rumus 
rasio ini adalah sebagai berikut :  
 
Rasio Efektivitas PAD = 
                          
                     
x 100% 
 
c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Ketergantungan adalah keadaan di mana suatu organisasi 
tergantung dengan organisasi lainnya. Sehingga organisasi tersebut 
tidak dapat melaksanakan semua tanggung jawabnya. Dalam hal ini 
pemerintah daerah tergantung pada dana yang diberikan pemerintah 
pusat (Dora, 2017). Dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari 
pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana transfer lainnya 
dan dana transfer dari pemerintah provinsi. 
Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap dana dari pemerintah pusat perlu dilakukan pengukuran 
dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio 
ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka 
semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap 





daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada 
pemerintah pusat semakin berkurang.Rumus rasio ini adalah sebagai 
berikut :  
Rasio Ketergantungan  = 
                    
                      
x 100% 
 
d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio ini menjelaskan tentang kemampuan keuangan daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Rasio ini 
dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah 
dengan jumlah pendapatan sumber lainnya seperti bantuan dari 
pemerintah pusat dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini maka 
semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut (Mahmudi, 
2019:140).  Rumus rasio ini adalah sebagai berikut : 
             Rasio Kemandirian = 
                      
                                
x 100% 
 
Dengan semakin tingginya rasio kemandirian keuangan daerah 
ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap 
pemerintah pusat semakin rendah dan demikian sebaliknya. Rasio 
kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, semakin 
tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi 
daerah maka semakin tinggi rasio kemandirian karena pajak dan 





yang akan memperkuat APBD sehingga tingkat kemandirian daerah 
semakin baik. 
e. Rasio Pertumbuhan  
Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar 
kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan 
mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke 
periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga 
dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu 
mendapat perhatian (Halim, 2012). Ada 2 perhitungan dalam rasio 
pertumbuhan yaitu : 
1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio pertumbuhan pendapatan untuk mengetahui apakah 
kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan 
pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun 
anggaran (Mahmudi, 2019:137). Semakin tinggi rasio ini maka 
semakin baik pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah, 
sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mempertahankan 
dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah 
dari periode ke periode selanjutnya. Rumus rasio ini adalah 









` Pendapatan Th t = 
                                   
                  
x 100% 
 
2) Rasio Pertumbuhan Belanja 
Rasio pertumbuhan belanja merupakan analisis rasio yang 
bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja  daerah dari 
tahun ke tahun. Pada umumnya belanja daerah kecenderungan 
untuk selalu naik karena adanya inflasi, perubahan kurs rupiah, 
penyesuaian faktor makro ekonomi dan lain lain. Namun 
pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah 
dengan melakukan efisiensibelanja dan penghematan anggaran 
(Mahmudi, 2019:158). Rumus rasio ini adalah sebagai berikut : 
Pertumbuhan Belanja Th t = 
                           
                  
x 100% 
f. Rasio Keserasian Belanja 
Menurut Halim (dalam Pramono, 2014) rasio keserasian 
belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah 
daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin 
(belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) secara 
optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk 
belanja rutin maka semakin kecil persentase dana yang dialokasikan 
untuk belanja pembangunan. Ada 2 perhitungan dalam rasio 





1) Rasio Belanja Operasi  
Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah 
yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi 
merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu 
tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan sifatnya rutin 
atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi 
mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60%-90% 
(Mahmudi, 2019:162). Rumus rasio belanja operasi adalah sebagai 
berikut : 
Rasio Belanja Operasi = 
                       
                  
x 100% 
2) Rasio Belanja Modal  
Rasio ini menginformasikan porsi belanja daerah yang 
dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam 
tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja modal 
memberikan manfaat jangka panjang menengah dan panjang. 
Belanja modal juga bersifat rutin dan belanja modal akan 
mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset 
daerah. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total 
belanja daerah adalah antara 5%-20% (Mahmudi, 2019:162-163). 
Rumus rasio belanja modal adalah sebagai berikut : 
 
Rasio Belanja Modal = 
                       







Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio 
belanja operasi dan belanja modal, karena sangat dipengaruhi oleh 
dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi 
yang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan daerah yang 
ditargetkan. 
 
B. Penelitian Terdahulu  
Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu 
mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun uraian 
penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini 
yaitu : 
Natalia & Astuti (2015) dalam penelitian berjudul “Analisis 
Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah 
Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik serta 
dalam merealisasikan belanja daerah sudah efisien. Namun ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. 
Rahmayati (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Anggaran 2011-2013”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. 
Walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat 
kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari 





asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya 
masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk 
belanja operasi daripada belanja modal. 
Ropa (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, 
rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan 
daerah masih rendah, rasio aktivitas kurang baik  dan rasio pertumbuhan 
baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan dan 
pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan kurang baik. Dengan 
demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa 
Selatan  cukup baik. 
Permadi & Hastuti (2016) melakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010-2014”. Menunjukkan hasil bahwa pemerintah 
Kabupaten Banjarnegara tahun 2010-2014 adalah kemandirian keuangan 
termasuk rendah sekali dan pola hubungan daerah dengan pusat dan 
Provinsi instruktif dengan rata-rata nilai kemandirian keuangan 8,99 
persen,  ketergantungan keuangan terhadap pusat dan Provinsi termasuk 
sangat tinggi dengan rata-rata nilai ketergantungan keuangan adalah 91.77 
persen, tingkat desentralisasi fiskal termasuk sangat kurang dengan nilai 
rata-rata tingkat desentralisasi fiskal adalah 8.22 persen, efektivitas dan 





rata-rata efektivitas PAD 114.82 persen dan nilai rata-rataefisiensi PAD 
3,00 persen. Efektifitas dan efisiensi pajak daerah termasuk sangat efektif 
dan sangat efisien, dengan nilai rata-rata efektivitas pajak daerah 114.70 
persen dan nilai rata-rata efisiensi pajak daerah 4.36 persen. Berdasarkan 
nilai rata-rata perubahan kelima, analisa rasio per tahun, menunjukkan 
bahwa kinerja keuangan dari Kabupaten Banjarnegara semua lebih baik. 
Susanto (2019) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Rasio 
Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Mataram”. Hasil penelitian tersebut  menunjukkan bahwa, rasio efektivitas 
dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio 
kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas 
kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD kurang baik, 
sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, 
untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja 
operasi lebih besar dari belanja modal. 
Sartika & Pratama (2019) melakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012-2016”. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Siak diukur 
dengan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan sangat rendah 
dengan rasio rata-rata 9,83%. Selanjutnya jika diukur dengan rasio 
efisiensi keuangan daerah menunjukkan efisiensi dengan rasio rata-rata 





Daerah menunjukkan efektif dengan rasio rata-rata 112,51%. Ketika 
diamati oleh rasio pertumbuhan menunjukkan kondisi fluktuasi. Terakhir, 
diukur dari rasio keserasian, terutama rasio pengeluaran operasional 
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keserasian, terutama rasio 
pengeluaran operasional 
menunjukkan rata-rata 
64,95% dan belanja 
modal 31,53%. 





C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja keuangan 
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD 
menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan 
dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang 
setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No.58 tahun 
2005, pasal 4). 
Pada awal tahun anggaran, pemerintah daerah menetapkan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai pedoman dan acuan 
dalam pelaksanaan kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran. Setelah 
tahun anggaran berakhir, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPPKAD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penggunaan APBD tersebut. LKPD dibuat sesuai dengan basis akrual 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Margarita, 2019). 
Menganalisis kinerja Keuangan daerah Kabupaten Brebes 
merupakan suatu proses penilaian terhadap tingkat pencapaian 
pelaksanaan kegiatan BPPKAD Kabupaten Brebes dalam bidang 
keuangan. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dapat 
dianalisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan beberapa rasio 





Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, berikut 
disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian 













Model Kerangka Pemikiran 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 Kabupaten Brebes  
Tahun Anggaran 2016-2018 
 
Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah 



















A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif  
bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah kabupaten 
Brebes berdasarkan rasio keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan 
perhitungan-perhitungan rasio keuangan yang selanjutnya akan dianalisis 
dari hasil perhitungan tersebut sehingga dapat diketahui kinerja keuangan 
daerah kabupaten Brebes tahun anggaran 2016-2018.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Peneliti melaksanakan penelitian pada BPPKAD (Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Brebes 
yang berwenang menghimpun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Brebes dan membuat Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Kabupaten Brebes. 
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
1. Definisi Konseptual  
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 





dasar dari suatu penelitian ilmiah. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian 
pemerintah daerah dari suatu hasil kerja di bidang keuangan yang 
meliputi penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan 
indikator keuangan yang telah ditentukan melalui suatu kebijakan 
atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah 
daerah yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap 
APBD (Halim, 2002). 
b. Derajat Desentralisasi 
Menurut Mahmudi (2019:140) derajat desentralisasi merupakan 
rasio yang menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap 
penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin 
tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
desentralisasi.  
c. Rasio Efektivitas Pendapatan Aset Daerah 
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah 
direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan PAD yang 






d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio 
ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2019: 140). 
e. Rasio Pertumbuhan  
Rasio pertumbuhan adalah rasio untuk mengukur kemampuan 
pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan 
keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode sehingga 
dengan rasio ini dapat diketahui pertumbuhan masing-masing 
komponen pendapatan daerah dan pengeluaran daerah. Dengan 
demikian, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi 
mana yang perlu mendapat perhatian (Ramadhani, 2016). 
f. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 
terhadap sumber dana eksternal (pemerintah pusat dan provinsi). 
Semakin tinggi rasio kemandirian maka ketergantungan daerah 
terhadap bantuan dana eksternal semakin rendah dan demikian pula 
sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi 
rasio kemandirian maka semakin tinggi partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak dan retribusi daerah  sehingga akan 





g. Rasio Keserasian Belanja  
Rasio keserasian belanja merupakan rasio yang mendeskripsikan 
aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi 
dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan belanja 
pembangunan (belanja modal) secara optimal. Semakin tinggi 
persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin maka 
semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja 
pembangunan (Halim, 2012). 
2. Operasionalisasi Variabel  
Berdasarkan uraian definisi konseptual di atas maka diperoleh 









                      













                          













                     














                      

















Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Pendapatan = 
                                     
                   
x 100% 
Rasio Pertumbuhan Belanja = 
                            








Rasio Belanja Operasi = 
                        
                   
x 100% 
Rasio Belanja Modal= 
                      






D. Metode Pengumpulan Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yaitu berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten 
Brebes Tahun Anggaran 2016 - 2018 yang dikelola oleh BPPKAD 
(BadanPengelolaanPendapatanKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten 
Brebes, Gambaran umum Kabupaten Brebes dan struktur organisasi 
BPPKAD Kabupaten Brebes. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
cara observasi, dokumentasi dan wawancara. 
1. Observasi  
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang 





BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset 
Daerah) Kabupaten Brebes. 
2. Dokumentasi  
Peneliti mengumpulkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes, mengkopi dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun 
data lain yang digunakan dalam penelitian ini. 
3. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara dengan staf bidang yang berkaitan 
dengan kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes dengan 
tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
 
E. Metode Analisis Data 
Metode analisis data merupakan alat yang digunakan dalam 
membahas suatu permasalahan. Dalam Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan- 
perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan 
masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.  Adapun cara analisis 
yang digunakan meliputi : 
1. Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh di 
BPPKAD  Kabupaten Brebes. 






3. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio keuangan 
daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dari masing-masing periode pada tahun sebelumnya. 
4. Menarik kesimpulan atas perhitungan rasio keuangan daerah 
berdasarkan kriteria dari masing-masing rasio yang telah ditentukan. 
Sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan BPPKAD 
Kabupaten Brebes.  
Data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
(LKPD) Kabupaten Brebes dianalisis dengan menggunakan beberapa 
rasio keuangan yaitu :  
a. Derajat Desentralisasi  




Kriteria tingkat derajat desentralisasi dapat dilihat pada 
tabel berikut : 
Tabel 3.2 
Skala Interval Derajat Desentralisasi 
 




0,00 – 10,00 Sangat Kurang 0,00 – 10,00 
10,01 – 20,00 Kurang 10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 Sedang 20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 Cukup 30,01 – 40,00 
40,01 – 50,00 Baik 40,01 – 50,00 
>50,01 Sangat Baik >50,01 
  Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991) 
 
Derajat Desentralisasi = 
                      









b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
 
 
Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian 
terhadap rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah menurut 
Mahmudi (2019:141) dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3.3 
Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah 
 
Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas 
Sangat efektif > 100% 
Efektif 100% 
Cukup Efektif 90%-99% 
Kurang Efektif 75%-89% 
Tidak Efektif < 75% 




c. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan rumus 
sebagai berikut : 
 
 
Kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian 
terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Tim 
Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri  (dalam Bisma, 2010), 
adalah sebagai berikut: 
Rasio Efektivitas PAD = 
                          
                     
x 100% 
 
Rasio Ketergantungan = 
                     









Tabel  3.4 
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah 
 
Prosentase Pendapatan 




0,00 – 10.00 Sangat Rendah 
10,01 – 20,00 Rendah 
20,01 – 30,00 Sedang 
30,01 – 40,00 Cukup 
40,01 – 50,00 Tinggi 
>50,00 Sangat Tinggi 
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 (dalam 
Bisma, 2010) 
 
d. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 




Kriteria dapat digunakan untuk melakukan penilaian 
terhadap rasio kemandirian keuangan daerah Kepmendagri No. 
690.900.327/1996 (dalam Joko Pramono, 2014:106) dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel 3.5 
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
 




Rendah Sekali 0%-25% 
Rendah 25% - 50% 
Sedang 50%-75% 
Tinggi 75%-100% 
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327/1996 (dalam Joko 
Pramono, 2014:106) 
Rasio Kemandirian = 
                      









e. Rasio Pertumbuhan  







f. Rasio Keserasian Belanja 





Sampai saat ini tidak ada pedoman yang ideal besarnya 
rasio keserasian belanja, karena sangat dipengaruhi dinamika 
pembangunan daerah serta kebutuhan investasi yang diperlukan 
untuk mencapai target pertumbuhan daerah (Halim, 2012). 
Selain menggunakan rasio keuangan, peneliti juga 
menggunakan analisis trend. Analisis trend  merupakan salah satu 
teknik analisis laporan keuangan yang termasuk metode analisis 
horizontal. Analisis trend untuk melihat kecenderungan 
perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode 
Rasio Belanja Operasi = 
                        




 Rasio Belanja Modal = 
                       






Pendapatan Th t = 
                                     




  Pertumbuhan  
    Belanja Th t = 
                             









yang dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar. 
Neraca dan laporan laba-rugi yang disusun dalam persentase 
trend dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya BPPKAD 
Pada awal berdiri bernama BPKD (Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah) yang dibentuk pada tahun 2000. BPPKD 
merupakan gabungan dari kantor Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah), 
Bagian Keuangan Setda dan Kantor Kas Daerah. Pada tahun 2008 
berubah nama menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan Aset Daerah) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Brebes. Kemudian pada tahun 2011 berubah nama menjadi 
DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Pada tahun 2017 
berganti nama menjadi BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan Aset Daerah). 
BPPKAD Kabupaten Brebes dibagi menjadi 1 Kepala, 1 
Sekretaris dan 6 bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang 
pendataan dan penetapan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset 
daerah, bidang perbendaharaan, bidang anggaran dan bidang 







2. Visi dan Misi 
Visi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Brebes : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Pelayanan Masyarakat yang Prima dan Optimal”. Guna mewujudkan 
kondisi yang terkandung dalam visi, maka misi yang dilaksanakan 
adalah (Renstra BPPKAD Kabupaten Tegal tahun 2017-2022): 
a. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah; 
b. Mewujudkan Manajemen Penganggaran yang semakin Berkualitas 
melalui Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD; 
c. Melaksanakan Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi asas 
akuntabilitas dan transparansi; 
d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang 
Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah; 
 
3. Tujuan dan Sasaran  
Dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah  Daerah sebagai 
berikut : 
a. Tujuan  
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, 
dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi; 
2) Menciptakan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan 





3) Membaiknya kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah dengan indikator pencapaian tujuan adalah opini BPK; 
4) Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah; 
b. Sasaran  
1) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah; 
2) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan 
berkompeten; 
3) Meningkatnya kualitas kelitbangan; 
4) meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta 
kenyamanan lingkungan masyarakat; 
5) Laporan keuangan daerah tepat waktu; 
6) Penetapan APBD tepat waktu; 
 
4. Strategi dan Kebijakan 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis 
(Renstra) diperlukan strategi, yaitu langkah-langkah yang berisikan 
program-program indikatif. Rumusan strategi merupakan pernyataan 
yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya 
diperjelas dengan serangkaian kebijakan.Strategi dan kebijakan yang 
diterapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 








1) Menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tepat Waktu; 
2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) tepat waktu; 
3) Peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah; 
4) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 
b. Kebijakan 
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyusun laporan 
keuangan di tiap-tiap OPD; 
2) Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penyusun 
laporan keuangan OPD; 
3) Melaksanakan tindakan tegas terhadap OPD yang terlambat 
menyusun Laporan Keuangannya; 
4) Melakukan pendataan/inventarisasi barang milik daerah; 
5) Melakukan pengamanan barang milik daerah; 
6) Melakukan penghapusan terhadap barang-barang milik daerah 
yang sudah tidak bisa dimanfaatkan; 
7) Menyempurnakan sistem pelaporan barang milik daerah; 
8) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 
 
5. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi BPPKAD Kabupaten Brebes dapat 










B. Hasil Penelitian 
Data yang digunakan untuk menghitung Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Brebes 
tahun 2016 – 2018 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes adalah data 
sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 
Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Brebes untuk kurun waktu 2016 – 2018. Pengukuran kinerja keuangan 
menggunakan perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio 
Efektivitas PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian 
Belanja. Selain menggunakan perhitungan rasio, peneliti juga 
menggunakan analisis trend yang disajikan sebagai berikut: 
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal  
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  Kabupaten 
Brebes selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan 






Derajat Desentralisasi = 
                      









Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi  Fiskal dapat 
dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:  
Tabel 4.1 
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018  
 
Tahun 
Pendapatan Asli  
Daerah (PAD)           
(Rp) 
Total Pendapatan 






2016 339.156.063.168,30 2.572.334.594.629,30 13,18 Kurang 
2017 523.660.773.731,79 2.856.934.060.543,79 18,33 Kurang 
2018 346.907.972.510,31 2.854.043.939.110,31 12,15 Kurang 
Rata-rata 14,56 Kurang 
Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.1, data Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan pada 
gambar 4.1 berikut ini: 
      
              Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.1 
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 



















Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.1 dan gambar 
4.1 dapat dilihat bahwa rasio desentralisasi fiskal untuk Pemerintah 
Daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018 menunjukan 
hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio derajat desentralisasi 
fiskal sebesar 13,18%, kemudian pada tahun 2017 mengalami 
kenaikan menjadi 18,33% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 
sebesar 12,15%. Jika dilihat dari rata-rata rasio derajat desentralisasi 
fiskal di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016 – 2018 
sebesar 14,56% dikategorikan kurang baik, karena masih berada di 
skala interval 10% – 20% sebagaimana berdasarkan kriteria tingkat 
derajat desentralisasi. 
2. Rasio Efektivitas PAD 
 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes 
selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan rasio 




Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada 




Rasio Efektivitas PAD = 
                          








Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 





Pendapatan Asli  
Daerah (PAD)           
(Rp) 
Target Penerimaan 
Pendapatan Asli  







2016 339.156.063.168,30  327.746.320.000,00 103,48 Sangat Efektif 
2017 523.660.773.731,79 510.848.264.000,00 102,51 Sangat Efektif 
2018 346.907.972.510,31 356.931.221.000,00 97,19 Cukup Efektif 
Rata-rata 101,06 Sangat Efektif 
Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.2, data Rasio Efektivitas Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun 
Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan pada gambar 4.2 berikut ini:  
`     
                Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.2 
Rasio Efektivitas PAD 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.2 dan gambar 
4.2 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas untuk Pemerintah Daerah 



















Rasio efektivitas tahun 2016 sebesar 103,48%, selanjutnya rasio 
efektivitas tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 
102,51% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai 
sebesar 97,19. Jika dilihat dari rata-rata rasio efektivitas di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Brebes selama periode 3 tahun sebesar 101,06% 
dikategorikan sangat efektif sebagaimana berdasarkan kriteria 
penilaian tingkat efektivitas di mana lebih dari 100% merupakan 
kriteria sangat efektif. 
 
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes 
selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan rasio 




Hasil dari perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 







Rasio Ketergantungan = 
                     










Rasio Ketergantungan Daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 
   
Tahun 
Pendapatan Transfer     
(Rp) 
Total Pendapatan 







2016 1.938.319.966.246,00 2.572.334.594.629,30 75,35 Sangat Tinggi 
2017 1.986.244.522.712,00 2.856.934.060.543,79 69,52 Sangat Tinggi 
2018 1.994.485.790.600,00 2.854.043.939.110,31 69,88 Sangat Tinggi 
Rata-rata 71,59 Sangat Tinggi 
Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.3, data Rasio Ketergantungan Keuangan 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan pada gambar 4.2 
berikut ini:   
      
                   Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.3 
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 




















Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.3 dan gambar 
4.3 dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah untuk 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018 
menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif. Rasio ketergantungan 
tahun 2016 sebesar 75,35% merupakan rasio tertinggi, selanjutnya 
rasio ketergantungan tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai 
sebesar 69,52% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dengan 
nilai sebesar 69,88%. Jika dilihat dari rata-rata rasio ketergantungan di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016 – 2018 sebesar 
71,59% dikategorikan sangat tinggi sebagaimana berdasarkan kriteria 
penilaian tingkat efektivitas di mana lebih dari 50% merupakan 
kriteria sangat tinggi. 
 
4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes 
selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan rasio 




Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:  
 
 
Rasio Kemandirian = 
                      











Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018   
 
Tahun 
Pendapatan Asli  
Daerah (PAD)           
(Rp) 
Transfer 









2016 339.156.063.168,30  1.938.319.966.246,00 0 17,50 Rendah Sekali 
2017 523.660.773.731,79 1.986.244.522.712,00 0 26,36 Rendah 
2018 346.907.972.510,31 1.994.485.790.600,00 0 17,39 Rendah Sekali 
Rata-rata 20,42 Rendah Sekali 
Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.4, data Rasio Ketergantungan Keuangan 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan pada gambar 4.4 
berikut ini:  
                    
               Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.4 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 






















Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.4 dan gambar 
4.4 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah untuk 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018 
menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif. Rasio kemandirian 
tahun 2016 sebesar 17,50%, selanjutnya rasio ketergantungan tahun 
2017 mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 26,36% dan pada 
tahun 2018 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 17,39%. Jika 
dilihat dari rata-rata rasio kemandirian di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun 2016 – 2018 sebesar 20,42%dikategorikan 
rendah sekali sebagaimana berdasarkan kriteria penilaian tingkat 
kemandirian di mana kurang dari 25% merupakan kriteria rendah 
sekali.  
 
5. Rasio pertumbuhan 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  Kabupaten 
Brebes selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan 
perhitungan rasio pertumbuhan yang terdiri dari rasio pertumbuhan 
pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja yang disajikan sebagai 
berikut: 
a. Rasio pertumbuhan Pendapatan  
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  










Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat 
dilihat pada tabel 4.5.1 di bawah ini:  
Tabel 4.5.1 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan 





Daerah       (Rp) 









2015 301.953.709.817,76 2.417.210.235.715,76 - - 
2016 339.156.063.168,30  2.572.334.594.629,30 12,32 6,42 
2017 523.660.773.731,79 2.856.934.060.543,79 54,40 11,06 
2018 346.907.972.510,31 2.854.043.939.110,31 -33,75 -0,10 
Rata-rata 10,99 5,79 
Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.5.1,  data Rasio Pertumbuhan 
Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat 
disajikan pada gambar 4.6 berikut ini:  
Pertumbuhan  
Pendapatan Th t = 
                                     
                   





                  
              Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.5.1 
Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 
 
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.5.1 dan 
gambar 4.5.2 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan 
asli daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun 
anggaran 2016 – 2018 menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan 
persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 
10.99%. Pertumbuhan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi 
pada tahun 2017 yaitu sebesar 54,40% dan pertumbuhan 
pendapatan asli daerah paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 
sebesar -33,75%.  
Pertumbuhan pendapatan dari tahun 2016 – 2018 mengalami 
fluktuatif dengan persentase rata-rata sebesar 5,79%. Pertumbuhan 























sebesar 11,06% dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi 
pada tahun 2018 yaitu sebesar -0,10%.  
 
b. Rasio pertumbuhan Belanja 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  
Kabupaten Brebes selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan 





Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja dapat 
dilihat pada tabel 4.5.2 di bawah ini: 
Tabel 4.5.2 
Rasio Pertumbuhan Belanja 




Operasi     (Rp) 
Realisasi Belanja 










2015 1.914.636.355.120,00 469.584.321.351,00 - - 
2016 2.154.073.802.765,00  784.627.878.376,40 12,51 67,09 
2017 2.162.422.975.893,38 593.490.572.795,00 0,39 -24,36 
2018 1.753.524.974.712,00 527.158.454.521,00 -18,91 -11,18 
Rata-rata -2,01 10,52 
Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.5.2,  data Rasio Pertumbuhan Belanja 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Pertumbuhan  
  Belanja Th t = 
                             








Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan 
pada gambar 4.5.2 berikut ini:  
 
           Sumber : Data Diolah (2020) 
 
Gambar 4.5.2 
Rasio Pertumbuhan Belanja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 
 
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.5.1 dan 
gambar 4.5.2 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja 
operasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun 
anggaran 2016 – 2018 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan belanja 
operasi paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,51% 
dan pertumbuhan belanja paling rendah terjadi pada tahun 2018 
yaitu sebesar -18,91%. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja 
operasi Kabupaten Brebes selama 3 tahun sebesar -2,01%, ini 
berarti ada pertumbuhan negatif selama tahun anggaran 2016 – 
2018. Sedangkan untuk pertumbuhan belanja modal selama 3 tahun 
mengalami penurunan yang signifikan. Pertumbuhan belanja modal 


























paling rendah tahun 2017 yaitu sebesar -24,36%. Sehingga rata-rata 
pertumbuhan belanja modal Kabupaten Brebes selama 3 tahun 
sebesar 10,52%.  
 
6. Rasio Keserasian Belanja 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  Kabupaten 
Brebes selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan 
perhitungan rasio keserasian belanja yang terdiri dari rasio keserasian 
belanja operasi dan rasio keserasian belanja modal disajikan sebagai 
berikut: 
a. Rasio Keserasian Belanja Operasi  
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  
Kabupaten Brebes selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan 




Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi 
dapat dilihat pada tabel 4.6.1 di bawah ini: 
 
 
Rasio Belanja Operasi = 
                









Rasio Keserasian Belanja Operasi 




Operasi                      
(Rp) 
Total Belanja 





Operasi               
(%) 
2016 2.154.073.802.765,00 2.946.269.402.281,40 73,11 
2017 2.162.422.975.893,38 2.767.377.461.021,38 78,14 
2018 1.753.524.974.712,00 2.281.596.326.765,00 76,86 
Rata-rata 76,04 
           Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.6.1 data Rasio keserasian belanja operasi 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan 
pada gambar 4.6.1 berikut ini:  
                        
                 Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.6.1 
Rasio Keserasian Belanja Operasi 


























Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.6.1 dan 
gambar 4.6.2 dapat dilihat bahwa rasio keserasian belanja operasi 
untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 
– 2018 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Rasio keserasian belanja 
operasi pada tahun 2016 sebesar 73,11%, selanjutnya rasio 
keserasian belanja operasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan 
dengan jumlah total sebesar 76,86% dan pada tahun 2018 
mengalami penurunan sebesar 76,86%. Jika dilihat dari rata-rata 
rasio keserasian belanja operasi di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Brebes tahun 2016 – 2018 sebesar 76,04%. 
 
b. Rasio Keserasian Belanja Modal  
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  
Kabupaten Brebes selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan 
dengan perhitungan rasio keserasian belanja modal dengan rumus 
sebagai berikut:  
 
Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal dapat 
dilihat pada tabel 4.6.2 di bawah ini:  
 
 
Rasio Belanja Modal = 
                       









Rasio Keserasian Belanja Modal 




Modal                                  
(Rp) 






2016 784.627.878.376,40 2.946.269.402.281,40 26,63 
2017 593.490.572.795,00 2.767.377.461.021,38 21,45 
2018 527.158.454.521,00 2.281.596.326.765,00 23,10 
Rata-rata 23,73 
  Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.6.2, data Rasio keserasian belanja modal 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 – 2018 dapat disajikan 
pada gambar 4.6.2 berikut ini:  
    
                    Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.6.2 
Rasio Keserasian Belanja Modal 

























Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.5 dan gambar 
4.5 dapat dilihat bahwa rasio keserasian belanja modal untuk 
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018 
menunjukkan hasil yang fluktuatif. Rasio keserasian belanja modal 
pada tahun 2016 sebesar 26,63%, selanjutnya rasio keserasian 
belanja modal pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan 
jumlah total sebesar 21,45% dan pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan sebesar 23,10%. Jika dilihat dari rata-rata rasio 
keserasian belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
tahun 2016 – 2018 sebesar 23,73% .  
 
7. Analisis Trend Horizontal 
Pengukuran kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)  Kabupaten Brebes 
selama tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan  




Hasil dari perhitungan analisis trend horiontal pada neraca 




Analisis Trend Horizontal= 
                         










Analisis Trend Dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 




2016 2017 2018 
Aset Lancar 100% 128% 140% 
Investasi Jangka Panjang 100% 120% 135% 
Aset Tetap 100% 121% 113% 
Aset Lainnya 100% 486% 788% 
Kewajiban Jangka Pendek 100% 61% 61% 
Kewajiban Jangka Panjang 100% 100% 100% 
Ekuitas  100% 127% 123% 
         Sumber : BPPKAD Kab. Brebes, 2020 (data diolah) 
Berdasarkan tabel 4.7, Analisis Trend dalam Neraca Per 31 
Desember 2016 – 2018 dapat disajikan pada gambar 4.6 berikut:  
                       
                            Sumber : Data Diolah (2020) 
Gambar 4.7 
Grafik Analisis Trend 
Dalam NERACA Kabupaten Brebes 





















Dari grafik di atas menunjukkan bahwa persentase aset lancar 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Investasi jangka panjang 
juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Aset tetap mengalami 
fluktuatif. Kewajiban jangka pendek mengalami penurunan selama 
tiga tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Brebes tidak memiliki 
kewajiban jangka panjang sehingga tidak ada persentase. Ekuitas 
mengalami fluktuatif. 
Tabel 4.8 
Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Kabupaten Brebes 
 Tahun Anggaran 2016 – 2018 
 





























1. Sangat Efektif 
2. Efektif 
3. Cukup Efektif 
4. Kurang Efektif 


























































































1. Rasio Belanja 
Operasi 




















































C. Pembahasan  
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal diperoleh dengan 
membandingkan antara total pendapatan asli daerah (PAD) dengan 
pendapatan daerah. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Derajat 
Desentralisasi diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Brebes dari 
tahun 2016 – 2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 
2016 realisasi PAD Kabupaten Brebes sebesar 339.156.063.168,30 
atau sebesar 13,18% dari total pendapatan, dikategorikan kurang baik. 
Mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan realisasi PAD sebesar 
523.660.773.731,79 atau sebesar 18,33% dari total pendapatan, 
merupakan rasio derajat desentralisasi fiskal yang tertinggi selama 
tahun anggaran  2016 – 2018, namun dikategorikan kurang baik. 
Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnya, dengan realisasi PAD sebesar 346.907.972.510,31 atau 
sebesar 12,15% dari total pendapatan, dikategorikan kurang baik. 
Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes selama 3 
tahun adalah sebesar 14,56%. Hasil persentase tersebut menurut 
kriteria derajat desentralisasi fiskal dikategorikan kurang baik, karena 
masih berada di skala interval 10% – 20%.  
Derajat desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh pendapatan 





dari tahun 2016 – 2018 memang terus mengalami peningkatan, namun 
tidak signifikan. Kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat juga 
mengalami peningkatan sehingga pendapatan transfer kembali 
mendominasi penerimaan pendapatan daerah. Kurangnya kontribusi 
pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah 
sehingga kurang baik kemampuan pemerintah daerah dalam 
menjalankan desentralisasi fiskal. Ini berarti pemerintah daerah 
Kabupaten Brebes kurang maksimal dalam menyelenggarakan 
desentralisasi fiskal serta kurang mengoptimalkan sumber-sumber 
pendapatan daerah. 
 
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  
Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menunjukkan 
bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan 
penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah 
ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan 
target atau capaian penerimaan PAD (Mahmudi, 2019:141). 
Pada tahun 2016 rasio efektivitas Kabupaten Brebes 
dikategorikan sangat efektif dengan nilai sebesar 103,48%  di atas rata-
rata secara keseluruhan. Kemudian tahun 2017 hasil perhitungan rasio  
efektivitas mengalami penurunan menjadi 102,51% namun persentase 
tersebut masih dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 hasil 





keseluruhan, dikategorikan cukup efektif serta mengalami penurunan 
dari tahun sebelumnya. Untuk Pendapatan Asli daerah tahun 2016 dan 
2017 sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah melebihi 
100% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk 
tahun 2018 belum mencapai target  yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan data secara keseluruhan pada periode 3 tahun dapat 
diketahui bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Brebes dikategorikan sangat efektif sesuai dengan kriteria penilaian 
tingkat efektivitas dengan nilai rata-rata rasio efektivitas sebesar 
101,06%. Pemerintah Kabupaten Brebes sudah berupaya menerapkan 
kinerjanya dengan baik sehingga mampu melebihi target yang telah 
ditetapkan. Namun ada komponen PAD yang capaiannya masih di 
bawah target yang dianggarkan, yaitu retribusi  daerah pada tahun 
2016 sebesar 87.94% (kurang 1.713.138.149), retribusi daerah pada 
tahun 2017 sebesar 84,56% (kurang 2.322.148.891), retribusi daerah 
pada tahun 2018 sebesar 94,92% (kurang 730.655.546) serta 
Pendapataan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain 
PAD yang Sah tahun 2018.  
Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes memiliki 
kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah 
direncanakan dan mampu melebihi target yang dianggarkan. Namun 





Brebes harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan 
pendapatan dari potensi yang telah ada.  
 
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah rasio yang 
menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 
besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 
pusat (Mahmudi, 2019: 140).  
Pada tahun 2016 rasio ketergantungan keuangan daerah 
Kabupaten Brebes dikategorikan sangat tinggi dengan nilai sebesar 
75,35% dan terus mengalami penurunan di tahun berikutnya yaitu 
tahun 2018. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada pendapatan 
transfer sehingga hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan 
daerah mengalami penurunan sebesar 69,52% di bawah rata-rata secara 
keseluruhan dan dikategorikan sangat tinggi. Pada tahun 2018 hasil 
perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 69,88% di 
bawah rata-rata secara keseluruhan, dikategorikan sangat tinggi serta 
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. 
Dengan memperhatikan hasil perhitungan dari rasio 
ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Brebes, 
kecenderungan kondisi keuangan untuk tiga tahun terakhir sangat 





Hasil ini menunjukan angka ketergantungan keuangan daerah yang 
dialami oleh Kabupaten Brebes masih sangat tinggi. Hal ini sesuai 
dengan kriteria penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah, 
dimana lebih dari 50% merupakan kriteria sangat tinggi. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes masih 
sangat tinggi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer baik dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Tingginya 
ketergantungan pemerintah daerah ini disebabkan masih rendahnya 
kontribusi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pendapatan transfer 
terhadap total pendapatan daerah. Ini merupakan persoalan yang harus 
mendapat perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Brebes untuk 
lebih mengoptimalkan untuk memanfaatkan dan menggali sumber-
sumber dan potensi-potensi riil yang dimiliki oleh Kabupaten Brebes.  
 
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio ini menjelaskan tentang kemampuan keuangan daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Rasio ini 
dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah 
dengan jumlah pendapatan sumber lainnya seperti bantuan dari 
pemerintah pusat dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini maka 
semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut (Mahmudi, 





Pada tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Brebes dikategorikan rendah sekali dengan nilai sebesar 17,50%. Pada 
tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 26,36% di atas rata-rata 
secara keseluruhan namun dikategorikan rendah. Pada tahun 2018 
hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 17,39% 
di bawah rata-rata secara keseluruhan, dikategorikan rendah sekali dan 
merupakan rasio kemandirian yang paling rendah pada tiga tahun 
anggaran.  
Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa selama 
tiga tahun terakhir rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Brebes dikategorikan rendah sekali. Hal ini sesuai dengan kriteria 
penilaian tingkat kemandirian keuangan daerah yang menempatkan 
kabupaten Brebes dengan nilai rata-rata rasio kemandirian sebesar 
20,42%. Jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes dari tahun 
2016 – 2018 memang terus mengalami peningkatan, namun tidak 
signifikan. Kontribusi dana transfer dari pemerintah provinsi maupun 
pusat juga mengalami peningkatan sehingga pendapatan transfer 
kembali mendominasi penerimaan pendapatan daerah.  
Capaian ini tidak terlepas dari keadaan keuangan daerah di 
Kabupaten Brebes yang masih banyak bergantung pada dana 
perimbangan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pusat melalui 
dana transfer pusat dan provinsi. Bahkan di tahun anggaran 2016 





sepenuhnya bersumber dari dana transfer pusat dan provinsi. Selain 
itu, pendapatan asli daerah dari sektor pajak, retribusi daerah dan 
pendapatan lain yang sah cenderung tidak stabil. Tercatat dari tahun 
2016 – 2018 pendapatan pajak dan retribusi daerah rata-rata antara 75 
miliar sampai 95 miliar saja. Sedangkan di daerah lain sudah 
mencapai ratusan miliar. Situasi ini membuat pemerintah Kabupaten 
Brebes belum mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan 
otonomi daerah.  
Mengingat wilayah Kabupaten Brebes sangat berpotensial untuk 
menghasilkan PAD yang cukup besar dikarenakan sudah ditetapkan 
sebagai kawasan industri. Sehingga Pemerintah daerah Kabupaten 
Brebes dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan seperti 
pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Kontribusi masyarakat dalam membayar pajak 
dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Apabila kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi 
daerah meningkat, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat, 
sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga semakin 
meningkat. 
 
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Rasio Pertumbuhan 
Rasio pertumbuhan merupakan rasio untuk mengukur seberapa 





mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke 
periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran yang dihitung 
dengan membandingkan realisasi pendapatan yaitu Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah, membandingkan realisasi 
pengeluaran yaitu belanja operasi dan belanja modal.  
a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2016 – 
2018 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata 
pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 10,99% .Hal ini 
menandakan bahwa Kabupaten Brebes belum mampu 
mempertahankan pertumbuhan pendapatan asli daerah sehingga 
pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak stabil. Pertumbuhan 
pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 
sebesar 54,40% dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi 
pada tahun 2018 yaitu sebesar -33,75%.  
Rasio pertumbuhan pendapatan dari tahun 2016 – 2018 
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata 
pertumbuhan pendapatan sebesar 5,79%. Hal ini menandakan 
bahwa Kabupaten Brebes belum mampu mempertahankan 
pertumbuhan pendapatan sehingga pertumbuhan pendapatan asli 
daerah tidak stabil. Pertumbuhan pendapatan paling tinggi terjadi 





pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar      
-0,10%. 
Pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan seharusnya 
dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan (trend) yang 
cenderung meningkat atau positif. sehingga mencerminkan 
peningkatan kinerja keuangan pendapatan asli daerah dan 
pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes seharusnya 
dapat mendominasi pendapatan asli daerah agar penerimaan 
pendapatan semakin besar dan dapat digunakan sebagai biaya 
pembangunan daerah.  
b. Rasio Pertumbuhan Belanja 
Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa belanja 
operasi pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan. Belanja 
operasi paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,51% dan 
belanja operasi paling rendah terjadi pada tahun 2018 sebesar         
-18,91% sehingga rata-rata persentase rasio pertumbuhan  belanja 
operasi selama 3 tahun sebesar -2.01%. Sedangkan untuk rasio 
pertumbuhan belanja modal juga mengalami penurunan. Belanja 
modal paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 67,09% dan 
paling rendah terjadi pada tahun 2017 sebesar -24,36% sehingga 
rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal selama 3 tahun sebesar 





pertumbuhan belanja didominasi oleh tingkat pertumbuhan belanja 
modal.  
Rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal paling 
tinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu belanja operasi sebesar 12,51% 
dan belanja modal 67.09% kemudian belanja operasi mengalami 
penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,39%. Hal ini disebabkan 
karena Pemerintah Kabupaten Brebes memperkecil belanja modal 
yaitu sebesar -24,36%. 
 
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Rasio Keserasian Belanja 
Rasio keserasian belanja dibagi menjadi rasio belanja operasi 
dan rasio belanja modal. Berdasarkan perhitungan Rasio Keserasian 
belanja dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten 
Brebes tahun 2016 – 2017 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 
2016 total belanja daerah  sebesar Rp 2.946.269.402.281,40. Pada 
tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 2.767.377.461.021,3. 
Pada tahun 2018 juga mengalami menjadi Rp 2.281.596.326.765,00.  
Dari perhitungan Rasio belanja operasi Kabupaten Brebes dari 
tahun anggaran 2016 – 2018 mengalami fluktuatif. Rasio keserasian 
belanja operasi pada tahun 2016 sebesar 73,11%, selanjutnya rasio 
keserasian belanja operasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan 
dengan jumlah total sebesar 76,86% dan pada tahun 2018 mengalami 





belanja operasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes tahun 
anggaran 2016 – 2018 sebesar 76,04%  terhadap total belanja daerah, 
ini berarti Kabupaten Brebes lebih mengutamakan alokasi pada 
belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal.  
Rasio keserasian belanja modal untuk Pemerintah Daerah 
Kabupaten Brebes tahun anggaran 2016 – 2018 menunjukkan hasil 
yang fluktuatif. Rasio keserasian belanja modal pada tahun 2016 
sebesar 26,63%, selanjutnya rasio keserasian belanja modal pada 
tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar 
21,45% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 23,10%. 
Jika dilihat dari rata-rata rasio keserasian belanja modal di Pemerintah 
Daerah Kabupaten Brebes tahun 2016 – 2018 sebesar 23,73% .  
Menurut perhitungan dan uraian di atas bahwa sebagian besar 
dana yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Brebes masih 
diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja 
modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja 
operasi sebesar 76,04% lebih besar apabila dibandingkan dengan rasio 
belanja modal sebesar 23,73%. Pemerintah Kabupaten Brebes lebih 
banyak mengeluarkan biaya rutin untuk memenuhi belanja operasi 
yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kabupaten 
Brebes relatif kecil dalam membiayai pembangunan daerah. Sebagian 





Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja 
operasi dan belanja modal. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten 
Brebes masih berkonsentrasi terhadap pengeluaran-pengeluaran rutin 
untuk pemenuhan aktivitas pemerintah daerah yang mengakibatkan 
belanja modal untuk pemerintah daerah Kabupaten Brebes masih 
relatif kecil. Namun pembangunan daerah perlu diperhatikan agar 
pelayanan masyarakat dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena 
pada dasarnya dana pada anggaran APBD adalah dana publik 
sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk publik. 
 
7. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
Berdasarkan Analisis Trend 
Analisis trend  merupakan salah satu teknik analisis laporan 
keuangan yang termasuk metode analisis horizontal. Analisis trend 
untuk melihat kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan 
selama beberapa periode yang dinyatakan dalam satuan persentase 
atas dasar tahun dasar. Dengan analisis trend akan menunjukkan 
tendensi naik atau turun dan tetap. Pada teknik ini data laporan 
keuangan untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase 
trend sehingga dapat dapat memberikan informasi mengenai tingkat 
pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke 
tahun.  
Hasilnya menunjukkan bahwa persentase aset lancar mengalami 





tahun 2018  dengan persentase aset lancar sebesar 140%. Pada 
investasi jangka panjang juga mengalami peningkatan setiap 
tahunnya, peningkatan paling tinggi pada tahun 2018 dengan 
persentase investasi jangka panjang sebesar 135%.  
 Aset tetap mengalami fluktuatif, peningkatan cukup tinggi pada 
tahun 2017 sebesar 121%. Pemerintah meningkatkan nilai tanah, 
gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya 
dan konstruksi dalam pengerjaan. Terbukti pada tahun 2017 
pemerintah mulai aktif memperbaiki sarana dan prasarana, baik 
perbaikan jalan, peningkatan pelayanan kesehatan dan lain-lain. 
Kewajiban jangka pendek mengalami penurunan selama tiga 
tahun anggaran. Pada tahun 2018 semakin mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2017 ini menunjukkan bahwa pemerintah 
Kabupaten Brebes mengurangi porsi kewajiban jangka pendeknya. 
Pemerintah Kabupaten Brebes tidak memiliki kewajiban jangka 
panjang sehingga tidak ada persentase. Ekuitas mengalami fluktuatif, 











Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kinerja keuangan daerah pada pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes selama 
tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio Derajat 
Desentralisasi Fiskal berada dalam kriteria kurang dengan persentase 
rata-rata sebesar 14,56%. Kriteria ini menunjukkan bahwa tingkat 
kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat 
kepada pemerintah Kabupaten Brebes cenderung kurang baik dalam 
melaksanakan otonomi daerah. 
2. Kinerja keuangan daerah pada pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes selama 
tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio 
Efektivitas PAD berada dalam kriteria sangat efektif dengan persentase 
rata-rata sebesar 103,48%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 
Kabupaten Brebes memiliki kinerja yang baik dalam hal 
merealisasikan PAD yang telah direncanakan dan mampu melebihi 





3. Kinerja keuangan daerah pada pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes selama 
tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio 
Ketergantungan Keuangan Daerah berada dalam kriteria sangat tinggi 
dengan persentase rata-rata sebesar 71,59%. Hasil ini menunjukkan 
bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Brebes masih sangat tinggi 
terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
provinsi. 
4. Kinerja keuangan daerah pada pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes selama 
tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah berada dalam kriteria rendah sekali 
dengan rata-rata persentase sebesar 20,42%. Hasil ini menunjukkan 
bahwa pemerintah Kabupaten Brebes belum mampu dan mandiri 
dalam melaksanakan urusan otonomi daerah sehingga pemerintah 
Kabupaten Brebes masih sangat tergantung terhadap bantuan dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. 
5. Kinerja keuangan daerah pada pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes selama 
tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio 
Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan hasil yang fluktuatif.  
Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2017 namun mengalami 





pertumbuhan belanja mengalami penurunan setiap tahunnya. Hasil ini 
menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Brebes belum stabil dalam 
mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja. 
6. Kinerja keuangan daerah pada pada Badan Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes selama 
tahun 2016 – 2018 yang diproksikan dengan perhitungan Rasio 
Keserasian Belanja menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten 
Brebes masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga 
rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dengan rata-rata 
rasio belanja operasi sebesar 76,04% lebih besar apabila dibandingkan 
dengan rasio belanja modal sebesar 23,73%. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes  
a. Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi menunjukan 
bahwa Kabupaten Brebes cenderung kurang baik dalam 
melaksanakan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Brebes 
diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), optimalisasi penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah serta menggali potensi-potensi baru 





kondisi dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Brebes. 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mempunyai 
pertumbuhan dengan kecenderungan (trend) yang meningkat 
sehingga dapat meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan 
Daerah Kabupaten Brebes yang akan meningkatkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal. 
b. Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan dapat mempertahankan 
dan meningkatkan tingkat efektivitas PAD. Serta perlu dilihat lebih 
lanjut komponen PAD apa saja yang paling berpengaruh terhadap 
tingkat efektivitas PAD Kabupaten Brebes. Khususnya komponen 
retribusi daerah dari tahun 2016 – 2018 belum mencapai target 
yang dianggarkan sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi 
pemerintah Kabupaten Brebes agar retribusi daerah dapat 
melampaui target yang dianggarkan. 
c. Tingkat kemandirian Kabupaten Brebes masih dalam kategori 
rendah, Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan lebih 
mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan seperti pajak dan 
retribusi daerah karena cenderung tidak stabil serta melakukan 
pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan 
terhadap pemungutan PAD. Dengan meningkatnya pajak dan 
retribusi daerah  akan   meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 






d. Tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Brebes terhadap 
Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Mengingat wilayah 
Kabupaten Brebes sangat berpotensi untuk menghasilkan PAD 
yang cukup besar dikarenakan sudah ditetapkan sebagai kawasan 
industri. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Brebes harus 
mengoptimalkan sumber daya yang berpotensi untuk 
meningkatkan penerimaan PAD, sehingga tingkat ketergantungan 
Kabupaten Brebes terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang. 
e. Pemerintah Kabupaten Brebes belum stabil dalam 
mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan 
belanja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan 
dapat mendominasi pendapatan asli daerah agar penerimaan 
pendapatan semakin besar sehingga dapat digunakan sebagai biaya 
pembangunan daerah. Sehingga pertumbuhan pendapatan dan 
belanja dapat mengalami pertumbuhan yang positif. 
f. Belanja daerah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk 
kebutuhan belanja operasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten 
Brebes diharapkan lebih seimbang dalam mengalokasikan 
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
dengan mengurangi belanja operasi dan meningkatkan belanja 
modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah. 





belanja modal. Sehingga anggaran sebagai alat distribusi, alokasi 
dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik.  
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan penelitian yang 
sama disarankan untuk melakukan studi eksploitasi pada setiap 
komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
sehingga hasilnya lebih spesifik.  Dengan menggunakan lebih banyak 
rasio keuangan serta menambah rentang waktu penelitian dengan 
mengambil periode yang lebih panjang, tidak hanya 3 tahun saja. 
Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah 
penelitian, tidak hanya 1 Kabupaten saja akan tetapi lebih luas lagi 
agar mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan 
wilayah yang lain. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan 
penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan 
dalam penelitian ini yang masih perlu revisi untuk selanjutnya antara lain: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk  1 lingkup wilayah penelitian 
saja, , yaitu Pemerintah Kabupaten Brebes saja. 
2. Penelitian ini dilakukan periode tahun 2016 – 2018 saja. 
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1 PENDAPATAN    5.1.1.1 
 







PENDAPATAN ASLI DAERAH  5.1.1.1.a          327,746,320,000.00 339,156,063,168.30 103.48 301,953,709,817.76 
Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.a.1               59,207,300,000.00 66,690,740,143.00 112.64 61,813,789,354.00 
Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.a.2 14,208,800,000.00 12,495,661,851.00 87.94 11,545,016,941.00 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 5.1.1.1.a.3 
Dipisahkan 
5,769,108,000.00 5,769,104,777.00 100.00 2,843,383,905.00 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.1.1.1.a.4 248,561,112,000.00 254,200,556,397.30 102.27 225,751,519,617.76 
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.1.b 2,147,805,164,000.00 1,938,319,966,246.00 90.25 1,998,945,555,898.00 
5.1.1.1.b.1 1,907,528,758,000.00 1,747,009,661,841.00 91.58 1,387,121,910,800.00 
5.1.1.1.b.1.a 35,290,767,000.00 44,140,703,881.00 125.08 33,337,243,591.00 
5.1.1.1.b.1.b 2,297,044,000.00 1,685,994,960.00 73.40 1,255,528,209.00 
5.1.1.1.b.1.c 1,339,381,605,000.00 1,339,381,605,000.00 100.00 1,234,338,079,000.00 
5.1.1.1.b.1.d 530,559,342,000.00 361,801,358,000.00 68.19 118,191,060,000.00 
5.1.1.1.b.2 33,819,121,000.00 33,819,121,000.00 100.00 453,374,118,000.00 
5.1.1.1.b.2 33,819,121,000.00 33,819,121,000.00 100.00 453,374,118,000.00 
5.1.1.1.b.3 206,457,285,000.00 157,491,183,405.00 76.28 158,449,527,098.00 
5.1.1.1.b.3 206,457,285,000.00 157,491,183,405.00 76.28 158,449,527,098.00 
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5.1.1.1.c 309,732,899,000.00 294,858,565,215.00 95.20 116,310,970,000.00 
 
1,901,189,000.00 1,745,737,100.00 91.82 0.00 
 307,831,710,000.00 293,112,828,115.00 95.22 116,310,970,000.00 
2 BELANJA 5.1.1.2 3,251,795,853,000.00 2,946,269,402,281.40 90.60 2,392,376,921,588.00 
5.1.1.2.a 2,325,173,673,000.00 2,154,073,802,765.00 92.64 1,914,636,355,120.00 
5.1.1.2.a.1 1,226,008,427,000.00 1,132,184,924,591.00 92.35 1,113,945,646,392.00 
5.1.1.2.a.2 544,344,919,000.00 480,329,085,159.00 88.24 399,327,719,731.00 
5.1.1.2.a.3 135,828,861,000.00 132,568,440,225.00 97.60 156,349,372,697.00 
5.1.1.2.a.4 35,825,400,000.00 32,300,506,500.00 90.16 13,572,479,500.00 
5.1.1.2.a.5 383,166,066,000.00 376,690,846,290.00 98.31 231,441,136,800.00 
5.1.1.2.b 912,998,591,000.00 784,627,878,376.40 85.94 469,584,321,351.00 
5.1.1.2.b.1 7,379,000,000.00 115,310,480.00 1.56 173,175,000.00 
5.1.1.2.b.2 149,638,853,000.00 109,764,886,168.40 73.35 84,377,753,172.00 
5.1.1.2.b.3 195,356,863,000.00 177,098,153,306.00 90.65 106,970,374,434.00 
5.1.1.2.b.4 557,273,695,000.00 497,194,210,042.00 89.22 275,587,130,480.00 
5.1.1.2.b.5 3,350,180,000.00 455,318,380.00 13.59 2,475,888,265.00 
5.1.1.2.c 5,511,000,000.00 1,108,213,000.00 20.11 1,774,649,497.00 
5.1.1.2.c 5,511,000,000.00 1,108,213,000.00 20.11 1,774,649,497.00 
2 . 4 TRANSFER 5.1.1.2.d 8,112,589,000.00 6,459,508,140.00 79.62 6,381,595,620.00 
5.1.1.2.d 8,112,589,000.00 6,459,508,140.00 79.62 6,381,595,620.00 
5.1.1.2.d.1 6,188,246,000.00 5,270,722,400.00 85.17 5,576,206,620.00 
5.1.1.2.d.2 1,924,343,000.00 1,188,785,740.00 61.78 805,389,000.00 
SURPLUS / (DEFISIT) 5.1.1.3 (466,511,470,000.00) (373,934,807,652.10) 80.16 24,833,314,127.76 
5.1.1.4 
    
5.1.1.4.a 469,703,470,000.00 469,656,241,501.76 99.99 452,041,155,774.00 
5.1.1.4.a.1 469,603,470,000.00 469,603,469,901.76 100.00 451,975,221,074.00 
 0.00 0.00  0.00 
 0.00 0.00  0.00 
 0.00 0.00  0.00 
5.1.1.4.a.2 100,000,000.00 52,771,600.00 52.77 65,934,700.00 
 0.00 0.00  0.00 
5.1.1.4.b 3,192,000,000.00 3,192,000,000.00 100.00 7,271,000,000.00 
 0.00 0.00  0.00 
5.1.1.4.b 3,192,000,000.00 3,192,000,000.00 100.00 7,271,000,000.00 
 0.00 0.00  0.00 
 0.00 0.00  0.00 
 
466,511,470,000.00 466,464,241,501.76 99.99 444,770,155,774.00 
 0.00 92,529,433,849.66  469,603,469,901.76 
BUPATI BREBES, 
IDZA PRIYANTI  
1 . 1 
1 . 1 . 1 
1 . 1 . 2 
1 . 1 . 3 
 
1 . 1 . 4 
 
1 . 2 . 1 
1 . 2 . 1 . 1 
1 . 2 . 1 . 2 
1 . 2 . 1 . 3 
1 . 2 . 1 . 4 
 
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 
Dana Bagi Hasil Pajak 
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus 
 
1 . 2 . 2 
1 . 2 . 2 . 2 
 
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 
Dana Penyesuaian 
 
1 . 2 . 3 
1 . 2 . 3 . 1 
 Transfer Pemerintah Provinsi 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak 
 1 . 3 . 1 
1 . 3 . 3 
 Pendapatan Hibah 
Pendapatan Lainnya 
 
2 . 1 
2 . 1 . 1 
2 . 1 . 2 
2 . 1 . 5 
2 . 1 . 6 






Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Keuangan 
 
2 . 2 
2 . 2 . 1 
2 . 2 . 2 
2 . 2 . 3 
2 . 2 . 4 




Belanja Peralatan dan Mesin 
Belanja Bangunan dan Gedung 
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Belanja Aset Tetap Lainnya 
 
2 . 3 
2 . 3 . 1 
 BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja Tak Terduga 
 2 . 4 . 1 
2 . 4 . 1 . 2 
2 . 4 . 1 . 2 
 
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA 
Bagi Hasil Pajak 
Bagi Hasil Retribusi 
 
3 
3 . 1 
3 . 1 . 1 
3 . 1 . 2 
3 . 1 . 3 
3 . 1 . 4 
3 . 1 . 5 




Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daearah yang Dipisahkan 
Penerimaan Pinjaman Daerah 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 
Penerimaan Piutang Daerah 
 
3 . 2 
3 . 2 . 1 
3 . 2 . 2 
3 . 2 . 3 
3 . 2 . 4 
 
PENGELUARAN DAERAH 
Pembentukan Dana Cadangan 
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 
 
PEMBIAYAAN NETTO 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 







 (Dalam Rupiah) 






ASET LANCAR 5.5.1.1   
Kas di Kas Daerah 5.5.1.1.1.a 68,783,752,918.00 423,628,665,373.00 
Kas di Bendahara Penerimaan 5.5.1.1.1.b 11,965,752.00 28,247,923.00 
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.5.1.1.1.c 12,656,138.00 5,382,505.00 
Kas di Badan Layanan Umum Daerah 5.5.1.1.1.d 59,300,318,462.66 71,853,920,254.76 
Kas di JKN 
 
0.00 0.00 
Kas Lainnya 5.5.1.1.1.e 939,863,027.00 1,648,687,099.00 
Investasi Jangka Pendek 
 
0.00 0.00 
Piutang Pajak 5.5.1.1.2.a 10,885,096,823.00 9,933,552,894.00 
Piutang Retribusi 5.5.1.1.2.b 53,177,050.00 44,177,050.00 
Piutang BLUD 5.5.1.1.2.e 11,076,013,890.00 8,552,249,081.00 
Piutang Dana Bagi Hasil 
 
0.00 0.00 
Piutang Dana Alokasi Umum 
 
0.00 0.00 
Piutang Dana Alokasi Khusus 
 
0.00 0.00 
Bagian Lancar TGR 5.5.1.1.2.c 407,679,120.00 421,097,360.00 
Piutang Lain-lain 5.5.1.1.2.d 30,866,262,344.88 14,905,007,913.88 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 5.5.1.1.3 (8,503,123,340.41) (7,286,165,779.10) 
Persediaan 5.5.1.1.4 26,144,068,527.01 16,016,896,991.81 
Beban Dibayar Dimuka 5.5.1.1.5 54,482,247.00 52,010,997.00 
JUMLAH ASET LANCAR 
 
200,032,212,959.14 539,803,729,663.35 
INVESTASI JANGKA PANJANG 5.5.1.2 
  
Investasi Non Permanen 5.5.1.2.1   
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 
  
0.00 
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 
  
0.00 
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya 
  
0.00 
Investasi dalam Surat Utang Negara 
  
0.00 
Investasi Non Permanen Lainnya 5.5.1.2.1 0.00 0.00 
JUMLAH Investasi Non Permanen 
 
0.00 0.00 
Investasi Permanen 5.5.1.2.2 
  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.1.2.2 90,047,530,332.85 81,021,296,880.13 
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 
  
0.00 
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 
  
0.00 
Invertasi Permanen Lainnya 












ASET TETAP 5.5.1.3 
  
Tanah 5.5.1.3.1 170,072,597,339.00 170,070,772,339.00 
Peralatan dan Mesin 5.5.1.3.2 547,922,574,378.04 452,549,216,265.03 
Gedung dan Bangunan 5.5.1.3.3 964,241,332,591.00 776,272,117,287.00 
Jalan, Jaringan dan Instalasi 5.5.1.3.4 1,915,736,850,628.00 1,419,990,537,686.64 
Aset Tetap Lainnya 5.5.1.3.5 56,361,599,924.00 55,305,243,544.00 




JUMLAH ASET TETAP 
DANA CADANGAN 
Dana Cadangan 










PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
NERACA 













Tagihan Piutang Penjualan Angsuran   0.00 
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 
  
0.00 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.5.1.4.a 242,975,500.00 242,975,500.00 
Aset Tidak Berwujud 5.5.1.4.b 2,956,905,249.00 221,484,575.00 




Aset Lain-lain 5.5.1.4.c 22,796,946,621.00 1,328,079,250.00 




JUMLAH ASET LAINNYA  21,941,520,264.75 1,792,539,325.00 
JUMLAH ASET  2,793,038,363,428.83 2,504,881,095,295.42 
 
KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang 
Bunga 
Utang Pajak 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Bank Bagian 
Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Obligasi 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah 
Provinsi 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
Pendapatan Diterima Dimuka Utang 
Jangka Pendek Lainnya Utang Belanja 
R/K PPKD 
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan Utang 
Dalam Negeri-Obligasi 
Utang Pemerintah Pusat Utang 
Pemerintah Provinsi 
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota Utang 
Luar Negeri-Sektor Perbankan 







5.5.1.5.1 35,567,293,669.00 25,884,498,231.00 
  0.00 
  0.00 
  0.00 
  0.00 





5.5.1.5.2 685,371,751.86 442,906,871.67 
5.5.1.5.3 40,732,969,672.74 6,110,047,399.00 
5.5.1.5.4 23,689,712,304.00 10,196,094,379.16 






 0.00 0.00 
 0.00 0.00 
 0.00 0.00 
 0.00 0.00 





5.5.1.6 2,692,363,016,031.23 2,462,247,548,414.59 




























PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.1.1.1.a 510,848,264,000.00 523,660,773,731.79 103.52 339,156,063,168.30 
Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.a.1 76,570,140,000.00 81,402,392,940.00 106.31 66,690,740,143.00 
Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.a.2 15,035,372,000.00 12,713,223,109.00 84.56 12,495,661,851.00 
Pendapatan Hasil Pengelolaan 5.1.1.1.a.3 15,309,000,000.00 17,098,299,804.00 144.35 5,769,104,777.00 
 Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan      
 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 5.1.1.1.a.4 403,933,752,000.00 412,446,857,878.79 102.15 254,200,556,397.30 
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.1.b 2,013,169,562,000.00 1,986,244,522,712.00 98.66 1,938,319,966,246.00 
 
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Peri 5.1.1.1.b.1 1,784,498,941,000.00 1,754,591,823,619.00 94.91 1,747,009,661,841.00 
 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.1.b.1.a 36,021,938,000.00 34,566,420,181.00 95.96 44,140,703,881.00 
 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumb 5.1.1.1.b.1.b 2,772,405,000.00 2,075,855,876.00 74.88 1,685,994,960.00 
 Dana Alokasi Umum 5.1.1.1.b.1.c 1,317,061,804,000.00 1,317,061,804,000.00 100.00 1,339,381,605,000.00 
 Dana Alokasi Khusus 5.1.1.1.b.1.d 428,642,794,000.00 400,887,743,562.00 79.31 361,801,358,000.00 
 
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 5.1.1.1.b.2 42,559,517,000.00 42,559,517,000.00 243.21 33,819,121,000.00 
 Dana Penyesuaian 5.1.1.1.b.2 42,559,517,000.00 42,559,517,000.00 243.21 33,819,121,000.00 
 
Transfer Pemerintah Provinsi 5.1.1.1.b.3 186,111,104,000.00 189,093,182,093.00 101.60 157,491,183,405.00 
 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.1.1.1.b.3 186,111,104,000.00 189,093,182,093.00 101.60 157,491,183,405.00 




5,455,452,000.00 5,446,298,100.00 8.18 1,745,737,100.00 
 Pendapatan Lainnya  346,304,528,000.00 341,582,466,000.00 98.64 293,112,828,115.00 
2 BELANJA 5.1.1.2 2,950,823,242,000.00 2,767,377,461,021.38 93.79 2,946,269,402,281.40 
 
BELANJA OPERASI 5.1.1.2.a 2,264,437,967,000.00 2,162,422,975,893.38 95.51 2,154,073,802,765.00 
 Belanja Pegawai 5.1.1.2.a.1 1,142,539,826,000.00 1,088,178,610,145.78 95.24 1,132,184,924,591.00 
 Belanja Barang 5.1.1.2.a.2 608,679,933,000.00 565,840,831,334.60 93.02 480,329,085,159.00 
 Belanja Hibah 5.1.1.2.a.3 52,293,715,000.00 48,902,044,608.00 93.51 132,568,440,225.00 
 Belanja Bantuan Sosial 5.1.1.2.a.4 21,421,874,000.00 21,174,323,750.00 98.84 32,300,506,500.00 
 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.1.2.a.5 439,502,619,000.00 438,327,166,055.00 99.73 376,690,846,290.00 
 
BELANJA MODAL 5.1.1.2.b 670,093,195,000.00 593,490,572,795.00 88.57 784,627,878,376.40 
 Belanja Tanah 5.1.1.2.b.1 0.00 0.00  115,310,480.00 
 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.1.2.b.2 36,118,447,000.00 31,687,528,439.00 87.73 109,764,886,168.40 
 Belanja Bangunan dan Gedung 5.1.1.2.b.3 114,655,368,600.00 107,684,053,287.00 93.92 177,098,153,306.00 
 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.1.2.b.4 396,892,036,400.00 370,493,211,947.00 93.35 497,194,210,042.00 
 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.1.2.b.5 122,427,343,000.00 83,625,779,122.00 68.31 455,318,380.00 
 
BELANJA TAK TERDUGA 5.1.1.2.c 5,000,000,000.00 2,365,932,690.00 47.32 1,108,213,000.00 
 Belanja Tak Terduga 5.1.1.2.c 5,000,000,000.00 2,365,932,690.00 47.32 1,108,213,000.00 
2 . 4 TRANSFER 5.1.1.2.d 11,292,080,000.00 9,097,979,643.00 80.57 6,459,508,140.00 
 
Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DES 5.1.1.2.d 11,292,080,000.00 9,097,979,643.00 80.57 6,459,508,140.00 
 Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.d.1 9,042,654,000.00 7,325,482,965.00 81.01 5,270,722,400.00 
 Bagi Hasil Retribusi 5.1.1.2.d.2 2,249,426,000.00 1,772,496,678.00 78.80 1,188,785,740.00 
 
SURPLUS / (DEFISIT) 5.1.1.3 (75,045,436,000.00) 89,556,599,522.41 (119.13) (373,934,807,652.10) 
 
PEMBIAYAAN 5.1.1.4 
    
 
PENERIMAAN DAERAH 5.1.1.4.a 92,559,436,000.00 92,704,201,829.66 100.16 469,656,241,501.76 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan An 5.1.1.4.a.1 92,529,436,000.00 92,529,433,849.66 100.00 469,603,469,901.76 
Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00  0.00 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daearah yang Dipisahkan 0.00 0.00  0.00 
Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00  0.00 
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjam 5.1.1.4.a.2 30,000,000.00 174,767,980.00 582.56 52,771,600.00 
Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00  0.00 
 
PENGELUARAN DAERAH 







Penyertaan Modal (Investasi) Pemerint 5.1.1.4.b 
Pembayaran Pokok Utang 
Pemberian Pinjaman Daerah 
PEMBIAYAAN NETTO 





















PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 
2 . 4 . 1 
2 . 4 . 1 . 2 
2 . 4 . 1 . 2 
 
3 
3 . 1 
3 . 1 . 1 
3 . 1 . 2 
3 . 1 . 3 
3 . 1 . 4 
3 . 1 . 5 
3 . 1 . 6 
 
3 . 2 
3 . 2 . 1 
3 . 2 . 2 
3 . 2 . 3 

















RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR TAHUN 2018 




PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
NERACA 
PER 31 DESEMBER 2017 dan 2016 
(Dalam Rupiah) 
 






ASET LANCAR 5.5.1.1   
Kas di Kas Daerah 5.5.1.1.1.a 116,659,545,452.00 68,783,752,918.00 
Kas di Bendahara Penerimaan 5.5.1.1.1.b 66,422,132.00 11,965,752.00 
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.5.1.1.1.c 14,344,017.00 12,656,138.00 
Kas di Badan Layanan Umum Daerah 5.5.1.1.1.d 47,136,769,626.17 59,300,318,462.66 
Kas di JKN  0.00 0.00 
Kas Lainnya 5.5.1.1.1.e 1,387,054,038.90 939,863,027.00 
Investasi Jangka Pendek  0.00 0.00 
Piutang Pajak 5.5.1.1.2.a 12,718,862,431.50 10,885,096,823.00 
Piutang Retribusi 5.5.1.1.2.b 107,681,510.00 53,177,050.00 
Piutang BLUD 5.5.1.1.2.e 21,193,242,123.00 11,076,013,890.00 
Piutang Dana Bagi Hasil  0.00 0.00 
Piutang Dana Alokasi Umum  0.00 0.00 
Piutang Dana Alokasi Khusus  0.00 0.00 
Bagian Lancar TGR 5.5.1.1.2.c 375,043,000.00 407,679,120.00 
Piutang Lain-lain 5.5.1.1.2.d 39,309,490,472.28 30,866,262,344.88 
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 5.5.1.1.3 (14,054,890,323.47) (8,503,123,340.41) 
Persediaan 5.5.1.1.4 30,802,133,323.21 26,144,068,527.01 
Beban Dibayar Dimuka 5.5.1.1.5 26,886,830.33 54,482,247.00 
Uang Muka Belanja  0.00  
JUMLAH ASET LANCAR  255,742,584,632.92 200,032,212,959.14 
INVESTASI JANGKA PANJANG 5.5.1.2 
  
Investasi Non Permanen 5.5.1.2.1   
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara 
 
0.00 0.00 
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 
 
0.00 0.00 
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya 
 
0.00 0.00 
Investasi dalam Surat Utang Negara 
 
0.00 0.00 
Investasi Non Permanen Lainnya 5.5.1.2.1 0.00 0.00 
JUMLAH Investasi Non Permanen 
 
0.00 0.00 
Investasi Permanen 5.5.1.2.2 
  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.1.2.2 108,183,460,052.08 90,047,530,332.85 
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan  0.00 0.00 
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan  0.00 0.00 
Invertasi Permanen Lainnya  0.00 0.00 
Jumlah Investasi Permanen 
 
108,183,460,052.08 90,047,530,332.85 
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 
 
108,183,460,052.08 90,047,530,332.85 
ASET TETAP 5.5.1.3 
  
Tanah 5.5.1.3.1 270,487,023,280.00 170,072,597,339.00 
Peralatan dan Mesin 5.5.1.3.2 532,658,991,009.61 547,922,574,378.04 
Gedung dan Bangunan 5.5.1.3.3 1,046,224,600,545.70 964,241,332,591.00 
Jalan, Jaringan dan Instalasi 5.5.1.3.4 2,156,209,781,740.46 1,915,736,850,628.00 
Aset Tetap Lainnya 5.5.1.3.5 95,067,909,759.00 56,361,599,924.00 











URAIAN Ref 2017 (audited) 2016 (audited) 
 
DANA CADANGAN 
   
Dana Cadangan  0.00 0.00 








Kas yang Dibatasi Penggunaannya  20,981,481,438.00 0.00 
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 
 
0.00 0.00 
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  0.00 0.00 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.5.1.4.a 242,975,500.00 242,975,500.00 
Aset Tidak Berwujud 5.5.1.4.b 3,314,594,249.00 2,956,905,249.00 
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud  (2,649,118,209.00) (2,237,926,205.25) 
Aset Lain-lain 5.5.1.4.c 139,989,890,835.25 22,796,946,621.00 
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain  (55,288,101,370.52) (1,817,380,900.00) 











KEWAJIBAN JANGKA PENDEK    
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.1.5.1 21,432,393,220.00 35,567,293,669.00 
Pendapatan Diterima Dimuka 5.5.1.5.2 340,426,343.54 685,371,751.86 
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.5.1.5.3 19,251,343,578.00 40,732,969,672.74 




JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
 
61,079,611,980.61 100,675,347,397.60 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 
   
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan  0.00 0.00 
Utang Dalam Negeri-Obligasi  0.00 0.00 
Utang Pemerintah Pusat  0.00 0.00 
Utang Pemerintah Provinsi  0.00 0.00 
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota  0.00 0.00 
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan  0.00 0.00 






EKUITAS 5.5.1.6 3,408,616,230,883.49 2,692,190,857,213.02 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS  3,469,695,842,864.10 2,792,866,204,610.62 




































PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 5.1.a.1) 356,931,221,000.00 346,907,972,510.31 97.19 523,660,773,731.79 
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 5.1.a.1).(a) 88,242,000,000.00 95,716,265,038.00 108.47 81,402,392,940.00 
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 5.1.a.1).(b) 14,389,865,000.00 13,659,209,454.00 94.92 12,713,223,109.00 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 
LRA 
5.1.a.1).(c) 7,352,689,000.00 5,127,056,689.00 69.73 17,098,299,804.00 
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 5.1.a.1).(d) 246,946,667,000.00 232,405,441,329.31 94.11 412,446,857,878.79 












Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.a.2).(a).(
1) 
34,585,997,000.00 28,692,251,858.00 82.96 34,566,420,181.00 
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 5.1.a.2).(a).(
2) 
1,988,156,000.00 3,967,863,103.00 199.58 2,075,855,876.00 








Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 5.1.a.2).(a).(
4) 
405,429,617,000.00 398,599,759,143.00 98.32 400,887,743,562.00 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 5.1.a.2).(b) - - - 42,559,517,000.00 
Dana Penyesuaian - LRA 5.1.a.2).(b) - - - 42,559,517,000.00 
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 5.1.a.2).(c) 194,718,846,000.00 183,007,975,496.00 93.99 189,093,182,093.00 
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.a.2).(c) 194,718,846,000.00 183,007,975,496.00 93.99 189,093,182,093.00 
Bantuan Keuangan - LRA 5.1.a.2).(d) 61,214,390,000.00 58,419,884,000.00 95.43 341,582,466,000.00 
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 5.1.a.2).(d) 61,214,390,000.00 58,419,884,000.00 95.43 341,582,466,000.00 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 5.1.a.3) 512,483,376,000.00 512,650,176,000.00 100.03 5,446,298,100.00 
Pendapatan Hibah - LRA 5.1.a.3).(a) 168,285,880,000.00 168,452,680,000.00 100.10 5,446,298,100.00 



















Belanja Barang dan Jasa 5.1.b.1).b) 765,863,952,000.00 676,220,252,151.00 88.30 565,840,831,334.60 
Belanja Hibah 5.1.b.1).c) 45,229,000,000.00 42,729,060,000.00 94.47 48,902,044,608.00 
Belanja Bantuan Sosial 5.1.b.1).d) 22,134,350,000.00 19,791,200,000.00 89.41 21,174,323,750.00 
BELANJA MODAL 5.1.b.2) 568,565,180,000.00 527,158,454,521.00 92.72 593,490,572,795.00 
Belanja Modal Tanah 5.1.b.2).a) 2,038,650,000.00 1,882,980,000.00 92.36 - 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.1.b.2).b) 93,513,216,500.00 87,920,911,235.00 94.02 31,687,528,439.00 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.1.b.2).c) 66,541,008,000.00 62,706,795,188.00 94.24 107,684,053,287.00 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.b.2).d) 312,058,885,500.00 293,969,221,850.00 94.20 370,493,211,947.00 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.1.b.2).e) 94,413,420,000.00 80,678,546,248.00 85.45 83,625,779,122.00 
BELANJA TAK TERDUGA 5.1.b.3) 5,000,000,000.00 912,897,532.00 18.26 2,365,932,690.00 
Belanja Tak Terduga 5.1.b.3) 5,000,000,000.00 912,897,532.00 18.26 2,365,932,690.00 
TRANSFER 5.1.c 547,319,449,000.00 543,767,675,391.00 99.35 447,425,145,698.00 
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 5.1.c.1) 12,859,244,000.00 10,339,493,766.00 80.41 9,097,979,643.00 
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 5.1.c.1).a) 10,575,214,000.00 8,530,580,576.00 80.67 7,325,482,965.00 
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.1.c.1).b) 2,284,030,000.00 1,808,913,190.00 79.20 1,772,496,678.00 
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.1.c.2) 534,460,205,000.00 533,428,181,625.00 99.81 438,327,166,055.00 
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 5.1.c.2).a) 533,151,221,000.00 532,119,199,397.00 99.81 438,327,166,055.00 
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 5.1.c.2).b) 1,308,984,000.00 1,308,982,228.00 100.00 - 
SURPLUS / (DEFISIT)  (149,408,801,000.00) 28,679,936,954.31 (19.20) 89,556,599,522.41 
PEMBIAYAAN 5.1.d 
    
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 





PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.d.1) 164,796,801,000.00 165,017,862,050.07 100.13 92,704,201,829.66 
Penggunaan SiLPA 5.1.d.1).a) 164,746,801,000.00 164,746,801,352.07 100.00 92,529,433,849.66 
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 5.1.d.1).b) 50,000,000.00 271,060,698.00 542.12 174,767,980.00 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.d.2) 15,388,000,000.00 15,388,000,000.00 100.00 17,514,000,000.00 
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.1.d.2) 15,388,000,000.00 15,388,000,000.00 100.00 17,514,000,000.00 
PEMBIAYAAN NETTO 5.1.d.3) 149,408,801,000.00 149,629,862,050.07 100.15 75,190,201,829.66 















PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
Per 31 December 2018 dan 2017 
(Dalam 
Rupiah) 
URAIAN Ref 2018 2017 
  (Audited) (Audited) 
ASET 5.3.a.   
ASET LANCAR 5.3.a.1)   
Kas 5.3.a.1).a)   
Kas di Kas Daerah 5.3.a.1).a).(1) 138,488,475,063.00 116,659,545,452.00 
Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.a.1).a).(2) 22,367,354.00 66,422,132.00 
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.3.a.1).a).(3) 2,250,000.00 14,368,074.00 
Kas di BLUD 5.3.a.1).a).(4) 38,875,844,979.48 47,136,769,626.17 
Kas Lainnya 5.3.a.1).a).(5) 972,109,509.90 1,387,054,038.90 
Setara Kas 5.3.a.1).a).(6) - - 
Investasi Jangka Pendek 5.3.a.1).a).(7) - - 
Piutang 5.3.a.1).b)   
Piutang Pendapatan 5.3.a.1).b).(1) 77,726,680,821.38 70,059,341,966.78 
Piutang Lainnya 5.3.a.1).b).(2) 3,460,341,296.00 3,644,977,570.00 
Penyisihan Piutang 5.3.a.1).c) -  
Penyisihan Piutang 5.3.a.1).c) (12,544,838,232.80) (14,054,890,323.49) 
Beban Dibayar Dimuka 5.3.a.1).d) -  
Beban Dibayar Dimuka 5.3.a.1).d) 159,782,905.33 26,886,830.33 
Persediaan 5.3.a.1).e) -  
Persediaan 5.3.a.1).e) 31,883,296,315.22 30,802,133,323.21 
JUMLAH ASET LANCAR 
 
279,046,310,011.51 255,742,608,689.90 
INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.a.2)   
Investasi Jangka Panjang Non Permanen 5.3.a.2).a)   
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas 
Lainnya 
 - - 
Investasi dalam Obligasi  - - 
Investasi dalam Proyek Pembangunan  - - 
Dana Bergulir  - - 
Deposito Jangka Panjang  - - 
Investasi Non Permanen Lainnya  - - 




Investasi Jangka Panjang Permanen 5.3.a.2).b) 
  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.3.a.2).b).(1) 121,535,170,052.75 108,183,460,052.08 
Investasi Permanen Lainnya 5.3.a.2).b).(2) - - 
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 
 
121,535,170,052.75 108,183,460,052.08 
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 
 
121,535,170,052.75 108,183,460,052.08 
ASET TETAP 5.3.a.3)   
Tanah 5.3.a.3).a) 282,903,813,984.00 270,487,023,280.00 
Peralatan dan Mesin 5.3.a.3).b) 618,074,508,669.00 532,658,991,009.56 





URAIAN Ref 2018 2017 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.a.3).d) 2,107,217,529,102.00 2,156,209,781,740.46 
Aset Tetap Lainnya 5.3.a.3).e) 156,349,781,539.00 95,067,909,759.00 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.3.a.3).f) 10,810,621,000.00 60,779,093,625.38 
Akumulasi Penyusutan 5.3.a.3).g) (1,526,879,322,827.00) (1,162,249,348,280.79) 












Tagihan Jangka Panjang 5.3.a.5).a) - - 
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.3.a.5).b) 242,975,500.00 242,975,500.00 
Aset Tidak Berwujud 5.3.a.5).c) 1,082,270,318.00 665,476,040.00 
Aset Lain-lain 5.3.a.5).d) 171,681,058,949.80 105,683,270,902.76 










KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.3.b.1)   
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.3.b.1).a) 21,360,014,032.00 21,432,393,220.00 
Utang Bunga 5.3.b.1).b) - - 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.3.b.1).c) - - 
Pendapatan Diterima Dimuka 5.3.b.1).d) 1,018,227,223.55 340,426,343.54 
Utang Beban 5.3.b.1).e) 36,042,344,917.00 20,055,424,782.07 
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.3.b.1).f) 2,727,683,921.00 19,251,343,578.00 
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 




Utang Dalam Negeri 5.3.b.2).a) - - 
Utang Jangka Panjang Lainnya 5.3.b.2).b) - - 








EKUITAS 5.3.c. 3,305,735,160,009.51 3,408,616,254,940.49 

















Nama  :   Subjek 1 (Kohiman, S.E) 
Pekerjaan :  Staff Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kab. Brebes 
Tanggal :  15 April 2020 
Tempat : BPPKAD Kabupaten Brebes 
No. Pelaku Uraian Wawancara 
1. Peneliti 
Subjek 1 
Bagaimana sejarah berdirinya BPPKAD Brebes ?     
“Pada awal berdiri bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah) yang dibentuk pada tahun 2000. BPPKD merupakan gabungan 
dari kantor Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah), Bagian Keuangan 
Setda dan Kantor Kas Daerah. Pada tahun 2008 berubah nama menjadi 
DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah) 
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes. Kemudian 
pada tahun 2011 berubah nama menjadi DPPK (Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Brebes. Pada tahun 2017 berganti nama menjadi BPPKAD 
(Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah)” 
2. Peneliti 
Subjek 1 
Bagaimana struktur organisasi yang ada di BPPKAD Brebes ? 
“Untuk struktur organisasi bisa dilihat di depan ruangan Administrasi 
Umum, BPPKAD Kabupaten Brebes dibagi menjadi 1 Kepala, 1 
Sekretaris dan 6 bidang. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang pendataan 
dan penetapan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset daerah, 
bidang perbendaharaan, bidang anggaran dan bidang penagihan dan 
pelaporan pendapatan” 
3.  Peneliti 
Subjek 1 
Bagaimana hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan keuangan tahun 
anggaran 2016-2018 Kabupaten Brebes? 
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan 
keuangan tahun anggaran 2016-2018 Kabupaten Brebes memperoleh 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini dikarenakan adanya 
permasalahan dalam pengelolaan aset daerah” 
4.  Peneliti 
Subjek 1 
Apakah ada kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada 
pengelolaan keuangan  Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2016 – 
2018? 
“Ya ada, terdapat beberapa kelemahan dalam Sistem Pengendalian 
Intern (SPI) salah satunya kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan 
Aset Daerah (PAD), diantaranya karena penyetoran retribusi daerah 
belum sesuai dengan ketentuan” 
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